Meni
a.

UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A ( UU)
NOMOR 29 TAHUN 2000 (29/2000)
TENTANG

PERLI NDUNGAN VARI ETAS TANAMAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

nbang :

bahwa Negara Republi k Indonesia adal ah negara agraris, naka
pertani an yang maju, efisien, dan tangguh menpunyai peranan
yang penting dalam rangka pencapaian tujuan penbangunan
nasi onal

bahwa untuk menbangun pertanian yang maju, efisien, dan
tangguh perlu didukung dan ditunjang antara |ain dengan
t ersedi anya vari etas unggul ;

bahwa sunberdaya plasma nutfah yang nerupakan bahan utama
permul i aan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan
sebai k- bai knya dal am rangka nerakit dan nendapat kan vari et as
unggul tanaman tanpa nerugi kan pihak manapun yang terkait
guna nendorong pertunbuhan industri perbenihan;

bahwa guna |ebih neningkatkan m nat dan peranserta
perorangan rmaupun badan hukum untuk nel akukan kegi atan
penul i aan tanaman dal am rangka nenghasil kan vari etas unggul
baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan
Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta
perlindungan hukum atas hak tersebut secara nenmadai

bahwa sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan
vari etas tanaman perlu di atur dengan undang-undang;

bahwa ber dasar kan pertinbangan pada butir a, b, c, d, dan e,
di pandang perlu nenet apkan pengaturan nengenai perlindungan
vari etas tanaman dal am suatu undang- undang.

Mengi ngat

1

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33
Undang- Undang Dasar Republik I ndonesia Tahun 1945;

Undang- undang Nonor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lenbaran
Negara Tahun 1989 Nonor 39, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3398) sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang-undang Nonor 13
Tahun 1997 (Lenbaran Negara Tahun 1997 Nonor 30, Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 3680);

Undang- undang Nonor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya
Tanaman (Lenbaran Negara Tahun 1992 Nonor 46, Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 3478);

Undang- undang Nonmor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nati ons convention on Biol ogical Diversity (Konvensi
Perseri katan Bangsa-bangsa tentang Keanekaraganan Hayati)
(Lenmbaran Negara Tahun 1994 Nonor 41, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 3556);

Undang-undang Nonmor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agr eenment The World Trade Oganization (Persetujuan
Penbent ukan Organi sasi Perdagangan dunia) (Lenbaran Negara



Tahun 1994 Nonor 57, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3564);

6. Undang- undang Nonor 23 Tahun 1997 tentang Pengel ol aan
*12286 Lingkungan Hi dup (Lenbaran Negara Tahun 1997 Nonor
68, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3699);

7. Undang-undang Nonmor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lenmbaran Negara Tahun 1999 Nonor 169, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 3888).

Dengan persetuj uan bersama antara
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A
dan
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

MVEMUTUSKAN

Menet apkan :
UNDANG- UNDANG TENTANG PERLI NDUNGAN VARI ETAS TANAMVAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal am Undang-undang i ni yang di naksud dengan

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat
PVT, adal ah perlindungan khusus yang di berikan negara yang
dalam hal ini diwakili oleh Penerintah dan pel aksanaannya

di | akukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman,
terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia
tanaman nel al ui kegi at an penul i aan t anaman.

2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adal ah hak khusus yang
di beri kan negara kepada penulia dan/atau penegang hak
Perlindungan Varietas Tanaman untuk nenggunakan sendiri
vari etas hasil penuliaannya atau nmenberi persetujuan kepada
orang atau badan hukum lain untuk nenggunakannya sel ana
waktu tertentu.

3. Vari etas tanaman yang sel anjutnya disebut varietas, adalah
sekel onpok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang
ditandai oleh bentuk tanaman, pertunbuhan tanaman, daun,
bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau
konbi nasi genoti pe yang dapat nenbedakan dari jenis atau
spesies yang sama ol eh sekurang-kurangnya satu sifat yang
menent ukan dan apabila  di per banyak ti dak mengal am
per ubahan.

4. Penul i aan tananman adal ah rangkai an kegi atan penelitian dan
pengujian atau kegiatan penenuan dan pengenbangan suatu
varietas, sesuai dengan netode baku untuk nenghasilkan
varietas baru dan nenpertahankan kenurnian beni h varietas
yang di hasi | kan.



5.

Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut perulia, adalah
orang yang nel aksanakan penul i aan t anaman.

*12287 6. Konsultan Perlindungan Varietas Tananman adal ah orang

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

at au badan hukum yang telah tercatat dal am daftar konsultan
Perlindungan Varietas Tanaman di Kant or Per | i ndungan
Vari et as Tanaman.

Beni h tanaman yang sel anj ut nya di sebut beni h, adal ah tanaman
dan/atau bagi annya yang digunakan untuk nmenperbanyak
dan/ at au nengenbangbi akkan t anaman

Peneri ksa Perlindungan Varietas Tanaman adal ah pej abat yang
berdasar kan keahl i annya diangkat oleh Menteri dan ditugasi
untuk nel akukan peneri ksaan substantif dan nenberikan
r ekonendasi atas permohonan hak Perlindungan Varietas
Tanaman.

Kant or Perlindungan Varietas Tanaman adal ah unit organi sasi
di |ingkungan departenen yang nel akukan tugas dan kewenangan
di bi dang Perlindungan Varietas Tanaman.

Ment eri adal ah Menteri Pertani an.
Depart enen adal ah Departenen Pertani an

Hak prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan
at au badan hukum yang nengaj ukan per nohonan hak Perlindungan
Vari etas Tanaman di [ndonesia setelah nengaj ukan pernohonan
hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk varietas tananman
yang sama di negara | ain.

Li sensi adalah izin yang diberikan oleh penegang hak
Perl i ndungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum
[ ain unt uk menggunakan sel uruh at au sebagi an hak
Per| i ndungan Vari etas Tanaman.

Lisensi Wajib adalah lisensi yang diberikan oleh penegang
hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada penohon berdasar kan
put usan Pengadil an Negeri .

Royal ti adal ah konpensasi bernilai ekonom s yang diberikan
kepada penegang hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam
rangka penberian |isensi.

Daftar Umum Perlindungan Varietas Tananan adalah daftar
catatan resm dari seluruh tahapan dan kegi atan pengel ol aan
Perl i ndungan Vari etas Tanaman.

Berita Resm Perlindungan Varietas Tanaman adal ah suatu
nmedi a informasi koruni kasi resm dari kegi atan pengel ol aan
Perlindungan Varietas Tanaman yang diterbitkan secara
berkala oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

kepenti ngan unmum

BAB 1|
LI NGKUP PERLI NDUNGAN
*12288 VAR ETAS TANAMVAN
Bagi an Pert ama
Vari et as Tananman Yang Dapat Di ber
Perl i ndungan Varietas Tanaman

Pasal 2
Varietas yang dapat diberi PVT neliputi varietas dari jenis
spesi es tanaman yang baru, unik, seragam stabil, dan diber
nama.

suatu varietas dianggap baru apabila pada saat peneriman
per nohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panendari
varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di | ndonesia
atau sudah di perdagangkan tetapi tidak |ebih dari setahun,
atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak |ebih dari
enpat tahun untuk tanaman senusim dan enam tahun untuk
t anaman t ahunan.

Suatu varietas dianggap unit apabila varietas tersebut dapat
di bedakan secara jelas dengan vari et as [ ain yang
keberadaannya sudah di ket ahui secara unmum pada saat
peneri maan per nobhonan hak PVT.

Suatu varietas dianggap serangan apabila sifat-sifat utam
atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam
meski pun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan
I i ngkungan yang ber beda- beda.

Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak
nmengal am perubahan setelah ditanam berul ang-ul ang, atau
untuk yang di perbanyak nelalui siklus perbanyakan khusus,
ti dak nmengal ami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Vari etas yang dapat diberi PVT harus diberi penanaman yang
sel anjutnya nenj adi nama varietas yang bersangkutan, dengan
ket entuan bahwa :

nama varietas tersebut terus dapat digunakan neskipun masa
perlindungan tel ah habis;

penberi an nama tidak boleh neninbul kan kerancuan terhadap
sifat-sifat varietas;

penananman varietas dilakukan oleh penohon hak PVT dan
di daft arkan pada Kantor PVT

apabil a penananan tidak sesuai dengan ketentuan butir b,
maka Kantor PVT berhak nenolak penanaman tersebut dan
men nta penananman bar u;

apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk
varietas |ain, maka penpbhon wajib nengganti nanma varietas
t ersebut;



f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai
nmer ek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
ber | aku.

Bagi an Kedua
*12289 Varietas Tanaman Yang Ti dak Dapat
Di beri Perlindungan Varietas Tananan

Pasal 3

Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang
penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, ketertiban umum kesusilaan, norma-norm agana,
kesehat an, dan kel estari an |ingkungan hi dup.

Bagi an Keti ga
Jangka Waktu Perlindungan Vari etas Tanaman

Pasal 4
(1) Jangka waktu PVT
a. 20 (dua pul uh) tahun untuk tanaman semnusi m
b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

(2) Jangka waktu PVT sebagai mana di naksud pada ayat (1) dihitung
sej ak tanggal penberian hak PVT.

(3) Sejak tanggal pengajuan pernohonan hak PVT secara |engkap
diterima Kantor PVT sanpai dengan diberikan hak tersebut,
kepada penohon di beri kan perlindungan senentara.

Bagi an Keenpat
Subj ek Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 5

(1) Penmegang hak PVT adal ah penulia atau orang atau badan hukum
atau pihak lain yang nmenerima |lebih lanjut hak PVT dari
penegang hak PVT sebel umya.

(2) Jika suatu varietas dihasil kan berdasar kan kerja, naka pi hak
yang nenberi pekerjaan itu adal ah penmegang hak PVT, kecuali
di perjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak
mengur angi hak penuli a.

(3) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, nmaka
pi hak yang nenberi pesanan itu nenjadi penegang hak PVT,
kecual i diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak
mengur angi hak penuli a.

Bagi an Kel i ma
Hak dan Kewaji ban Penegang
Hak Perlindungan Varietas Tanaman



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 6

Penmegang hak PVT nemliki hak untuk nenggunakan dan
menberi kan persetujuan kepada orang atau badan hukum | ain
unt uk nmenggunakan vari etas berupa beni h hasil panen yang
*12290 di gunakan untuk propagasi .

Ket entuan sebagai mana di naksud pada ayat (1) berlaku juga
unt uk :

a. varietas turunan esensial yang berasal dari suatu
varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar
dan di beri nama

b. varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari
vari etas yang dilindungi sebagai mana di naksud dal am Pasal 2
ayat (1);

C. vari etas yang diproduksi dengan selalu nenggunakan

vari etas yang dilindungi.

Hak untuk nmenggunakan varietas sebagai mana yang di maksud
pada ayat (1) neliputi kegiatan :

a. menpr oduksi at au nenper banyak beni h;

b. nmenyi apkan unt uk tujuan propagasi;

C. mengi kl ankan;

d. menawar kan

e. menj ual atau nenper dagangkan

f. nmengekspor ;

g. nmengi npor ;

h mencadangkan unt uk keperl uan sebagai mana di naksud dal am

butir a, b, c, d, e, f, dan g.

Penggunaan hasil panen yang digerakan untuk propogasi
sebagai mana di maksud pada ayat (1), yang berasal dar
vari etas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari
penegang hak PVT.

Penggunaan varietas turunan esensial sebagai mana di maksud
pada ayat (2), harus nendapat persetujuan dari penegang hak
PVT dan/atau pem|lik varietas asal dengan ketentuan sebaga
beri kut

a. varietas turunan esensial berasal dari varietas yang
tel ah nmendapat hak PVT atau nendapat penanaman ber dasar kan
per at ur an perundang- undangan yang berl aku dan bukan
mer upakan vari etas turunan esensi al sebel unmya,;

b. vari etas tersebut pada dasarnya nenpertahankan ekspresi
sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat
di bedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat
yang tinbul dari tindakan penurunan itu sendiri;

C. varietas turunan esensial sebagaimana di maksud pada
butir a dan butir b dapat diperoleh dari nutasi induksi,
vari asi sonmakl onal, seleksi individu tanaman, silang balik,
dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas
asal .



(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

Varietas asal untuk nmenghasilkan varietas turunan esesia
harus tel ah di beri nama dan di daftar ol eh Penerintabh.

Ket entuan penananman, pedaftaran, dan penggunaan varietas
sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensi al

*12291 sebagai mana di naksud pada ayat (5) dan ayat (6),
serta instansi yang diberi tugas untuk nelaksanakannya,
di atur |ebih lanjut ol eh Penerintah.

Pasal 7
Varietas | okal mlik nmasyarakat di kuasai ol eh Negara.

Penguasaan ol eh Negara sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di | aksanakan ol eh Peneri nt ah.

Penmerintah  berkewaji ban nenberi kan penananman terhadap
vari etas | okal sebagai mana di naksud pada ayat (1).

Ket entuan penanaman, pendaftaran, dan penggunaan varietas
| okal sebagai mana di naksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), serta instansi diberi tugas untuk nelaksanakannya,
di atur |ebih lanjut ol eh Penerintabh.

Pasal 8
Pemulia yang nenghasilkan varietas sebagaimana di maksud
dal am Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapat kan
i mhbal an yang | ayak dengan nenper hati kan manfaat ekonom yang
dapat di peroleh dari varietas tersebut.

I mbal an sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat di bayarkan:

a. dal am jum ah tertentu dan sekal i gus;

b. ber dasar kan persent ase;

C. dalam bentuk gabungan antara jumah tertentu dan
sekal i gus dengan hadi ah atau bonus; atau

d. dal am bentuk gabungan antara persentase dengan hadi ah
atau  bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri ol eh

pi hak- pi hak yang ber sangkut an.

Ket entuan sebagai nana di maksud pada ayat (1) sama sekali
ti dak nenghapuskan hak pemulia untuk tetap dicantunkan
namanya dal am sertifi kat penberian hak PVT

Pasal 9
Penegang hak PVT berkewaji ban :
a. nmel aksanakan hak PVT-nya di | ndonesi a;
b. menbayar bi aya tahunan PVT;
C. menyedi akan dan nenunj ukkan contoh beni h varietas yang

t el ah nmendapat kan hak PVT di | ndonesi a.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

di kecual i kan dari kewaji ban sebagai mana di maksud pada ayat
(10 butir a, apabila pel aksanaan PVT tersebut secara teknis
dan/ atau ekonom s tidak | ayak dil aksanakan di | ndonesi a.

Pengecual i an sebagai mana di maksud pada ayat (2), hanya dapat
di setujui Kantor PVT apabil a di aj ukan pernmohonan tertulis
*12292 ol eh penegang hak PVT dengan disertai alasan dan
bukti - bukti yang di berikan ol eh instansi yang berwenang.

Bagi an Keenam
Ti dak Di anggap Sebagai Pel anggaran Hak
Perl i ndungan Vari etas Tanaman

Pasal 10
Ti dak di anggap sebagai pel anggaran hak PVT, apabila :
a. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang
di I'i ndungi, sepanjang tidak untuk tujuan konersial;
b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan
penel i atan, penuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
C. penggunaan ol eh Peneri nt ah at as vari et as yang

di I i ndungi dal am rangka kebijakan pengadaan pangan dan
obat - obatan dengan nenperhati kan hak-hak ekonom dari
penmegang hak PVT

Ket ent uan nengenai penggunaan ol eh Penerintah atas varietas
yang dilindungi sebagai mana di maksud pada ayat (1) butir c
di atur |ebih |l anjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB 111
PERMOHONAN HAK PERLI NDUNGAN
VARI ETAS TANAMAN
Bagi an Pertana
Umum

Pasal 11
Per nohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan nenbayar biaya yang
besarnya ditetapkan ol eh Menteri.

surat pernohonan hak PVT harus menuat

a. tanggal , bul an, dan tahun surat pernohonan;

b. nama dan al amat | engkap penohon;

C. nama, alamat |engkap, dan kewarganegaraan pennulia
serta nama ahli waris yang ditunjuk;

d. nama vari et as;

e. deskri psi varietas yang nencakup asal -usul atau
silsilah, «ciri-ciri norfologi, dan sifat-sifat penting
| ai nnya;

f. ganbar dan/atau foto yang di sebut dal am deskri psi, yang

di perl ukan untuk nenperj el as deskri psi nya.



(3)

Dal am hal permohonan hak PVT di aj ukan ol eh :

a. orang atau badan hukum selaku kuasa penohon harus
di sertai surat kuasa khusus dengan nencatunkan nama dan
al amat | engkap kuasa yang ber hak;

b. ahli waris disertai dokumen bukti ahli waris.

*12293 (4) Dal am hal varietas transgenik, nmaka deskripsinya

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

harus juga nencakup uraian nengenai penjelasan nolekul er
vari etas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat
yang diusul kan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan
kerabat |iarnya, kandungan senyawa yang dapat nengganggu
I i ngkungan, dan kesehatan manusia serta cara penusnahannya
apabila terjadi penyinpangan, dengan disertai pernyataan
aman bagi |ingkungan dan kesehatan nanusia dari instansi
yang berwenang.

Ket entuan nengenai pernmohonan hak PVT diatur |ebih |anjut
ol eh Peneri nt ah.

Pasal 12

Setiap pernohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu
vari et as.

Per rohonan hak PVT dapat di aj ukan ol eh :

a. penul i a;

b. orang atau badan hukum yang nenper kerjakan pemnulia atau
yang nmenesan varietas dari penuli a;

C. ahli waris; atau

d. konsul t an PVT.

Per nohonan hak PVT yang diajukan ol eh penohon sebagai nana
di mmksud pada ayat (2) butir a, b, atau c¢ yang tidak
bertenpat tinggal atau berkedudukan tetap di wlayah
I ndonesi a, harus nelalui Konsultan PVT di |ndonesia sel aku
kuasa.

Pasal 13

Konsul tan PVT sebagai mana di maksud dal am Pasal 12 ayat (2)
butir d, harus :

a. terdaftar di Kantor PVT;

b. nmenj aga kerahasiaan varietas dan seluruh dokunen
per mohonan hak PVT, sanpai dengan tanggal diununkannya
per nohonan hak PVT yang ber sangkut an.

Ket ent uan nmengenai syar at - syar at pendaft aran sebaga
konsultan PVT, diatur |ebih |anjut ol eh Penerintah.

Pasal 14

Sel al u persyaratan pernohonan hak PVT sebagai mana di naksud
dal am Pasal 11, pernmphonan hak PVT dengan nenggunakan hak



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal

prioritas harus pul a menmenuhi ketentuan sebagai beri kut

a. di aj ukan dal am waktu 12 (dua bel as) bul an sejak tanggal
peneri maan pengaj uan pernohonan hak PVT yang pertama kali di
| uar | ndonesi a;

b. di | engkapi salinan surat pernohonan hak PVT yang
pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara
di maksud pada butir a paling |anmbat tiga bul an;

*12294 c. dil engkapi salinan sah dokunen pernohonan hak PVT
yang pertama di |uar negeri;

d. di | engkapi salinan penol akan hak PVT, bila hak PVT
tersebut pernah ditol ak

Ket ent uan nengenai pernohonan hak PVT dengan nenggunakan hak
prioritas diatur |ebih Ianjut ol eh Penerintah.

Bagi an Kedua
Peneri maan Per nohonan Hak Perlindungan
Vari etas Tanaman

Pasal 15

Per mohonan hak PVT di anggap di aj ukan pada tanggal penerinaan
surat pernohonan hak PVT oleh kantor PVT dan telah
di sel esai kannya penbayaran bi aya sebagai mana di maksud dal am
pasal 11 ayat (1).

Tanggal peneriman surat pernohonan hak PVT sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) adalah tanggal pada saat kantor PVT
menerima surat pernohonan hak PVT yang telah nenenuhi
syarat-syarat secara |engkap sebagai mana dimaksud dal am
pasal 11 dan/atau pasal 14 ayat (1).

Tanggal penerinmaan surat pernmohonan hak PVT dicatat dalam
Daftar Umum PVT ol eh Kantor PVT.

Pasal 16

apabil a ternyata terdapat kekurangan penenuhan syarat-syar at
sebagai mana di maksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 14,
Kantor PVT neninta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam
waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengirinman surat
per nohonan penenuhan kekurangan tersebut ol eh Kantor PVT.

Ber dasar kan al asan yang disetujui Kantor PVT, jangka waktu
sebagai mana di naksud pada ayat (1) dapat di perpanjang untuk
paling lama tiga bulan atas perm ntaan penohon hak PVT.

Pasal 17

Dal am hal terdapat kel engkapan sebagai mana di naksud dal am
16 ayat (1), maka tanggal peneriman pernohonan hak PVT

sebagai mana di naksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah tanggal
di teri manya penenuhan kel engkapan terakhir kekurangan tersebut



ol eh Kant or PVT.

Pasal 18

apabi | a kekurangan kel engkapan tidak dipenuhi dalam jangka

wakt u sebagai mana di naksud dal am Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2),
Kant or PVT nenberitahukan secara tertulis kepada penpohon hak PVT
bahwa per nohonan hak PVT di anggap ditarik kenbali.

*12295

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 19

apabila untuk satu varietas dengan sifat-sifat yang sam
ternyata diajukan | ebih dari satu pernohonan hak PVT, hanya
per nohonan yang tel ah diaj ukan | engkap terlebih dahulu yang
dapat diterima.

Per mohonan hak PVT sebagai mana di maksud pada ayat (1) yang
di aj ukan pada saat yang samm, naka Kantor PVT nem nta dengan
surat kepada penobhon tersebut untuk Dberundingan guna
menut uskan permohonan yang mana diaj ukan dan nenyanpai kan
hasi| keputusan itu kepada Kantor PVT sel anbat-I| anbatnya
enam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat
tersebut.

Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara
penohon hak PVT atau tidak dinungki nkan dil akukan
perundi ngan atau hasil perundi ngan tidak disanpai kan kepada
Kant or PVT dal am waktu yang ditentukan sebagai mana di anksud
pada ayat (2), maka pernohonan hak PVT tersebut ditol ak dan
Kantor PVT nenberitahukan hal tersebut secara tertulis
kepada penohon hak PVT tersebut.

Apabila varietas sebagaimna dimksud pada ayat (1)
menyangkut varietas yang di aj ukan dengan hak prioritas, naka
di anggap sebagai t anggal peneri maan adal ah t anggal
peneri maan pernohonan hak PVT yang pertama kali diajukan di
| uar negeri .

Bagi an Keti ga
Per ubahan Per nohonan Hak Perli ndungan
Vari etas Tanaman

Pasal 20

Per mohonan hak PVT dapat diubah sebelum dan selam nasa
peneri ksaan.

Per ubahan sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat berupa
penanbahan atau pengurangan uraian nengenai penjel asan
sifat-sifat varietas yang di nbhonkan hak PVT.

Perubahan pernohonan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di anggap di aj ukan pada tanggal yang sama dengan pernohonan



senul a.

Bagi an Keenpat
Penari kan Kenbal i Pernnohonan Hak Perl i ndungan
Vari etas Tananman

Pasal 21

(1) Surat pernmohonan hak PVT dapat ditarik kenbali dengan
nmengaj ukan pernohonan secara tertulis kepada kantor PVT
*12296 (2) Ket ent uan mengenai penari kan kenbal i sur at
per nohonan hak PVT diatur |ebih |anjut ol eh penerintah.

Bagi an Kel i ma
Larangan Mengaj ukan Per nbhonan
Hak Perlindungan Varietas Tanaman
dan Kewaj i ban Menj aga Ker ahasi aan

Pasal 22

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun
sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Kantor
PVT, pegawai Kantor PVT atau orang yang karena penugasannya
bekerja untuk dan atas nama Kantor PVT, dilarang nengajukan
per mohonan hak PVT, nenperoleh hak PVT atau dengan cara apapun
menperol eh hak atau nmemegang hak yang berkaitan dengan PVT,
kecuali bila pemlihan hak PVT itu di perol eh karena wari san.

Pasal 23

Ter hitung sej ak tanggal penerinmaan surat pernohonan hak PVT
seluruh pegawai di [|ingkungan Kantor PVT berkewajiban nenjaga
kerahasi aan varietas dan seluruh dokunmen pernmohonan hak PVT
sanmpai dengan tanggal diununkannya pernohonan hak PVT yang
ber sangkut an.

BAB | V
PEMERI KSAAN
Bagi an Pertana
Pengumuman Per nohonan Hak Perl i ndungan
Vari etas Tanaman

Pasal 24

(1) Kantor PVT nengumunkan pernmohonan hak PVT vyang telah
memenuhi ketentuan Pasal 11 dan/atau Pasal 14 serta tidak
ditari k kenbal i.

(2) Pengumuman sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilakukan
sel anbat - | anbat nya
a. enam bul an setel ah tanggal penerinmaan pernohonan hak
PVT,;
b. 12 (dua belas) bulan setelah tanggal peneri nmaan



per nohonan hak PVT dengan hak prioritas.
Pasal 25

(1) Pengumuman sebagai mana di naksud dalam Pasal 24 ayat (2)
ber| angsung sel ana enam bul an dan di | akukan dengan

a. nmenggunakan fasilitas pengumuman yang nudah dan jel as
di ket ahui ol eh masyar akat ;
b. menenpat kan dal am Berita Resm PVT.

(2) Tanggal nmnulai diununkannya pernohonan hak PVT dicatat ol eh
*12297 Kantor PVT dal am Daftar Unum PVT

Pasal 26

Pengunmuman sebagai mana di maksud dalam Pasal 24 ayat (2)
di | akukan dengan nencant unkan :

a. nama dan al amat | engkap penohon hak PVT at au penegang kuasa;
b. nama dan al amat | engkap penuli a;
C. t anggal pengaj uan pernohonan hak PVT atau tanggal, nonor dan

negara tenpat pernohonan hak PVT yang pertanma kali diajukan
dal am hal pernmohonan hak PVT dengan hak prioritas;

nama vari et as;

deskri psi vari et as;

deskri psi yang nemuat informasi sebagai mana di maksud dal am
Pasal 11 ayat (4) untuk varietas transgenik.

L

Pasal 27

Kant or PVT nenyedi akan tenpat yang khusus untuk menberikan
kesenpat an kepada anggota nasyarakat yang berkepentingan untuk
mel i hat dokunen pernohonan hak PVT yang di ununkan.

Pasal 28

(1) Selama jangka waktu pengunuman, setiap orang atau badan
hukum set el ah nenperhati kan pengununman pernohonan hak PVT
dapat nengaj ukan secara tertulis pandangan atau keberatannya
at as per nohonan hak PVT  yang ber sangkut an dengan
mencant unkan al asannya.

(2) Dalam hal terdapat panangan atau keberatan sebagai mana
di mksud pada ayat (1), Kantor PVT segera nengirinkan
salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan
tersebut kepada yang nengaj ukan per nohonan hak PVT.

(3) Penohon hak PVT berhak nengaj ukan secara tertulis sanggahan
dan penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut
kepada Kant or PVT.

(4) Kantor PVT nenggunakan pandangan, keberatan, dan sanggahan
serta penjel asan sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat
(3) sebagai tanbahan bahan pertinbangan dal am nenutuskan



per nohonan hak PVT.

Bagi an Kedua
Peneri ksaan

Pasal 29

(1) Pernphonan peneri ksaan substantif atas pernohonan hak PVT
har us di aj ukan ke Kant or PVT secar a tertulis
sel anbat - | anbatnya satu bulan setelah Dberakhirnya masa
pengunmurman dengan nenbayar bi aya peneri ksaan tersebut.

*12298 (2) Besarnya biaya peneriksaan substantif ditetapkan
ol eh Menteri.

Pasal 30

(1) Peneriksaan substantif di l akukan oleh Peneriksa PVT,
mel i puti si f at kebar uan, keuni kan, keser agaman, dan
kestabi | an varietas yang di nohonkan hak PVT.

(2) Dalam nel aksanakan peneriksaan, Kantor PVT dapat nemnminta
bantuan ahli dan/atau fasilitas yang diperlukan termasuk
informasi dari institusi lain baik di dalamnegeri maupun di
| uar negeri .

(3) Peneriksa PVT dan pejabat sebagai mana di naksud pada ayat (1)
dan ayat (2) wajib nenjaga Kkerahasiaan varietas yang
di peri ksanya.

(4) Ketentuan nengenai tata cara peneriksaan, kual i fi kasi
Penmeri ksa PVT dan pejabat sebagai mana di maksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur Ilebih lanjut oleh
Pereri nt ah.

Pasal 31

(1) Peneriksa PVT berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang
di angkat ol eh Menteri berdasarkan syarat-syarat tertentu.

(2) Kepada Peneriksa PVT diberikan jenjang dan tunjangan
fungsional di sanping hak |ainnya sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang ber| aku.

Pasal 32
(1) atas hasil laporan peneriksaan PVT, apabila varietas yang

(2)

di nohonkan hak PVT ternyata nengandung keti dakjel asan atau
kekurangan kel engkapan yang dinilai penting, Kantor PVT
menberi tahukan secara tertulis hasil peneriksaan tersebut
kepada penohon hak PVT.

Penberi t ahuan hasil peneri ksaan harus secara jelas dan rinci



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

mencant unkan  hal - hal yang dinil ai tidak jelas atau
kekurangan kel engkapan yang dinilai penting berikut jangka
wakt u unt uk nel akukan perbai kan dan per ubahan.

Apabi | a setel ah penberitahuan sebagai mana di naksud pada ayat
(1) dan ayat (2), penmohon hak PVT tidak nenberikan
penjelasan atau tidak nenenuhi kekurangan kel engkapan
termasuk el akukan perbai kan atau perubahan terhadap
per nohonan yang telah diajukan, Kantor PVT berhak nenol ak
per nbhonan hak PVT tersebut.

Bagi an Keti ga
Penberi an at au Penol akan Per nohonan
*12299 Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 33

Kantor PVT harus nenutuskan untuk nenberi atau nenol ak
per nbhonan hak PVT dal am waktu sel anbat-| anbatnya 24 (dua
pul uh enpat) bulan terhitung sejak tanggal pernphonan
peneri ksaan substantif sebagai mana di maksud dal am Pasal 29
ayat (1).

apabi |l a di per | ukan per panj angan wakt u peneri ksaan
sebagai mana di maksud pada ayat (1), Kantor PVT harus
menberi t ahukan kepada penohon hak PVT dengan di sertai al asan
dan penj el asan yang nendukung per panj angan tersebut.

Pasal 34

Apabi | a | aporan tentang hasil| peneriksaan atas varietas yang
di rohonkan hak PVT vyang dilakukan oleh Peneriksa PVT
menyi npul kan bahwa varietas tersebut sesuai dengan ketentuan
dal am Undang-undang ini, Kantor PVT nenberitahukan secara
resm persetujuan penberian hak PVT untuk varietas yang
ber sangkut an kepada penohon PVT.

Hak PVT sebagi amana di maksud pada ayat (1) diberikan dal am
bentuk Sertifikat hak PVT.

Hak PVT yang tel ah di berikan, dicatat dalam Daftar Urum PVT
dan di ununkan dal am Berita Resm PVT.

Kantor PVT dapat nenberikan salinan dokumen PVT kepada
anggot a masyar akat yang nener | ukan dengan nenbayar bi aya.

Pasal 35

Apabi | a pernohonan hak PVT dan/atau hasil peneriksaan yang
di | akukan ol eh Peneri ksa PVT nenunjukkan bahwa pernohonan
tersebut tidak nenenuhi ketentuan sebagai mana di naksud dal am
Pasal 2, Pasal 11 dan/atau Pasal 14, naka Kantor PVT nenol ak
per mohonan hak PVT tersebut dan nmenberitahukan penol akan



secara tertulis kepada penohon hak PVT.

(2) Surat penol akan pernohonan hak PVT harus dengan jelas
mencant unkan pul a al asan dan perti nbangan yang nenj adi dasar
penol akan secara di catat dal am Daftar Unum PVT.

(3) Penberian hak PVT atau penolakan pernpbhonan hak PVT
di umunkan ol eh Kantor PVT dengan cara yang sama seperti
hal nya pengununman per nohonan hak PVT.

(4) Ketentuan nengenai penberian atau penol akan pernohonan hak
PVT berikut bentuk dan isinya diatur lebih |anjut oleh
Peneri nt ah.

*12300 Bagi an Keenpat
Per nrohonan Bandi ng

Pasal 36

(1) Pernpbhonan banding dapat di aj ukan terhadap penol akan
per nohonan hak PVT yang berkaitan dengan al asan dan dasar
pertinbangan nengenai hal-hal yang bersifat substantif,
sebagai mana di mneksud dal am Pasal 2, Pasal 28, dan Pasal 32.

(2) Pernophonan bandi ng di aj ukan secara tertulis ol eh penohon hak
PVT atau kuasa hukummya kepada Komi si Bandi ng PVT diserta
urai an secar a | engkap keber at an t er hadap penol akan
per nohonan hak PVT pengirimn al asannya sel anbat-| anbat nya
tiga bulan sejak tanggal pengiriman surat penol akan
per nbhonan hak PVT dengan tenbusan kepada Kantor PVT.

(3) Al asan bandi ng har us ti dak mer upakan al asan at au
penyenpur naan per nohonan hak PVT yang dit ol ak.

(4) Komisi Banding PVT nerupakan badan khusus yang diketuai
secara tetap ol eh seorang ketua nerangkap anggota dan ber ada
di departenen.

(5) anggota Kom si Bandi ng PVT berj um ah ganj il dan
sekur ang- kurangnya tiga orang, terdiri atas beberapa ahli di
bi dang yang di perlukan dan peneriksa PVT senior yang tidak
nmel akukan peneri ksa substantif terhadap pernmohonan hak PVT
yang ber sangkut an.

(6) Ketua dan anggota Kom si Banding PVT di angkat dan
di ber henti kan ol eh Menteri

Pasal 37

Apabi | a j angka wakt u per nohonan bandi ng sebagai mana di maksud
dal am Pasal 36 ayat (2) telah |ewat tanpa adanya pernohonan
bandi ng, maka penol akan per nohonan hak PVT di anggap diterima ol eh
penohon hak PVT dan keputusan penol akan tersebut dicatat dalam



Daft ar Unum PVT.
Pasal 38

(1) Pernpohonan banding nul ai diperiksa oleh Kom si Banding PVT
sel anbat - | anbatnya tiga bulan sejak tanggal peneriman
per nohonan bandi ng PVT.

(2) Keputusan Kom si Banding PVT bersifat final.

(3) Dalam hal Kom si Banding PVT nenyetujui pernohonan bandi ng,
Kantor PVT wajib nel aksanakan keputusan Kom si Bandi ng dan
mencabut penol akan hak PVT yang tel ah di kel uar kan.

(4) Apabila Kom si Banding PVT nenol ak per nohonan bandi ng,
*12301 Kantor PVT segera nenberitahukan penol akan tersebut.

Pasal 39

Susunan organi sasinya, tata kerja Kom si Banding PVT, tata
cara pernmohonan dan peneri ksaan bandi ng, serta penyel esai annya
di atur |ebih lanjut ol eh Penerintah.

BAB V
PENGALI HAN PERLI NDUNGAN VARI ETAS TANAMAN
Bagi an Pertana
Pengal i han Hak Perlindungan Varietas Tananan

Pasal 40
(1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena :
a. pewari san;
b. hi bah;
c wasi at ;
d perjanjian dal am bentuk akta notaris; atau
e sebab | ain yang di benarkan ol eh undang- undang.

(2) Pengalihan hak PVT sebagai mana di naksud pada ayat (1) butir
a, b, dan c harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak
| ai n yang berkaitan dengan itu.

(3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT
dan dicat dalam Daftar Unum PVT dengan nenbayar biaya yang
besarnya ditetapkan ol eh Menteri.

(4) Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur |ebih |anjut
ol eh Penerintah.

Pasal 41
Pengal i han hak PVT tidak nenghapus hak penulia untuk tetap

di cantunkan nama dan identitas |ainnya dalam Sertifikat hak PVT
yang bersangkutan serta hak nenperol eh inbal an.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagi an Kedua
Li sensi

Pasal 42

Penmegang hak PVT berhak nenberi |isensi kepada orang atau
badan hukum | ai n berdasarkan surat perjanjian |isensi.

Kecuali jika diperjanjikan |ain, maka penmegang hak PVT tetap
bol eh nel aksanakan sendiri atau nenberi |isensi kepada pi hak
ketiga |ainnya.

Kecuali jika diperjanjikan Jlain, maka Ilingkup |isensi
sebagai mana di maksud di maksud pada ayat (1) neliputi satu
at au beberapa kegi atan sebagai nana di mraksud dal am Pasal 6
*12302 ayat (3), berlangsung selama jangka waktu |isensi
di beri kan dan berl aku untuk seluruh w | ayah Negara Republik
I ndonesi a.

Pasal 43

Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan
di ruat dalam Daftar Unum PVT dengan nenbayar biaya yang
besarnya ditetapkan ol eh Menteri.

Dal am hal perjanjian |isensi tidak dicatatkan di Kantor PVT
sebagai mana di naksud pada ayat (1), maka perjanjian |isensi
tersebut tidak nenpunyai aki bat hukum terhadap pi hak keti ga.

Ket entuan nengenai perjanjian lisensi diatur |ebih [|anjut
dengan Perat uran Penerintah.

Bagi an Keti ga
Li sensi Wajib

Pasal 44

Setiap orang atau badan hukum setel ah | ewat jangka waktu 36
(tiga puluh enan) bulan terhitung sejak tanggal penberian
hak PVT, dapat nengajukan perm ntaan Lisensi Wajib kepada
Pengadi | an Neger i unt uk menggunakan hak PVT  yang
ber sangkut an.

Per nohonan Lisensi Waji b hanya dapat dil akukan dengan al asan
bahwa :

a. hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di | ndonesia
sebagai mana di maksud dal am Pasal 9;

b. hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang
mer ugi kan kepenti ngan nmasyar akat .

Pasal 45



Li sensi Waj i b nerupakan lisensi untuk mel aksanakan suatu hak
PVT vyang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah nendengar
konfirmasi dari penegang hak PVT yang bersangkutan dan bersifat
t er buka.

Pasal 46

(1) Selain kebenaran al asan sebagai mana di naksud dal am Pasal 44
ayat (2), Lisensi Wajib hanya dapat diberikan apabila :
a. Penohon dapat nenunjukkan bukti yang neyaki nkan bahwa
yang bersangkutan nenpunyai kemanmpuan dan fasilitas untuk
menggunakan sendiri hak PVT tersebut serta telah berusaha
menganbi | | angkah-1 angkah wuntuk nendapatkan 1lisensi dar
penegang hak PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang
waj ar, tetapi tidak berhasil.
b. Pengadi | an Negeri nenilai bahwa hak PVT tersebut dapat
di | aksanakan di | ndonesi a dan bermanfaat bagi masyar akat.

*12303 (2) Peneri ksaan at as per nohonan Li sensi Wajib
di | akukan ol eh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan
dengan nendengar kan pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT dan
penegang hak PVT yang ber sangkut an.

(3) Lisensi Wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak |ebih
| ama dari hak PVT.

Pasal 47

Apabila berdasarkan Dbukti serta pendapat sebagai mana
di maksud dal am Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Pengadilan Negeri
menper ol eh keyaki nan bahwa bel um cukup jangka waktu bagi penegang
hak PVT untuk nenggunakannya secara konersial di Indonesi a,
Pengadi | an Negeri dapat nenetapkan penundaan untuk senentara
wakt u proses persidangan tersebut atau nenol aknya.

Pasal 48

(1) Pel aksanaan Lisensi Wajib disertai dengan penbayaran royalti
ol eh penegang Lisensi Wajib kepada penegang hak PVT.

(2) Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan tata cara
penbayar annya ditetapkan Pengadil an Negeri .

(3) Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan nenperhati kan
tata cara yang | azi m di gunakan dal am perjanjian |isensi PVT
atau perjanjian lain yang sejenis.

Pasal 49

Dal am putusan Pengadi|l an Negeri nengenai penberian Lisensi
Waj i b di cantunkan hal - hal sebagai berikut :
a. al asan penberian Lisensi Wjib;
b. bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakin
unt uk dij adi kan dasar penberian Lisensi Wji b;



C. j angka waktu Lisensi Wjib;

d. besarnya royalti yang harus dibayarkan penegang Lisensi
Waj i b kepada penegang hak PVT dan tata cara penbayarannya;

e. syarat berakhirnya Lisensi Wajib dan hal yang dapat
nmenbat al kannya;

f. Li sensi Waj i b semata- mata di gunakan untuk nmenmenuhi kebut uhan
pasar di dal am negeri;

g. lain-lain yang diperlukan untuk nenjaga kepentingan pihak
yang ber sangkutan secara adil.

Pasal 50

(1) Penegang Lisensi Wajib berkewajiban nencatatkan Lisensi
Wajib yang diterimnya pada Kantor PVT dan dicatat dalam
Daf tar Umum PVT.

(2) Lisensi Wajib yang telah dicatatkan, secepatnya diununkan
ol eh Kantor PVT dalam Berita Resm PVT

*12304 (3) Lisensi Wajib baru dapat dilaksanakan setelah
di catatkan dalam Daftar Umum PVT dan penegangnya telah
menbayar royal ti.

(4) Pel aksanaan Lisensi Wajib dianggap sebagai pel aksanaan hak
PVT.

Pasal 51

(1) Atas pernohonan penegang hak PVT Pengadil an Negeri setel ah
nmendengar penegang Lisensi Wajib dapat nenbatal kan Lisensi
Waj i b yang senul a di beri kannya apabil a :

a. al asan yang dijadi kan dasar bagi penberian Lisensi
Wajib tidak ada | agi;

b. penerima Lisensi Wjib ternyata tidak nelaksanakan
Lisensi Wajib tersebut atau tidak nel akukan usaha persiapan
yang sepantasnya untuk segera mnel aksanakannya;

C. penerima Lisensi Wajib tidak lagi nenaati syarat dan
ket entuan | ai nnya, termasuk kewaji ban nmenbayar royalti.

(2) Peneriksaan atas pernpohonan penbatal an Lisensi Wajib
di | akukan ol eh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan
dengan nendengar kan pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT.

(3) Dalam hal Pengadilan Negeri nenutuskan penbatal an Lisensi
Waji b, selanbat-lanbatnya 14 (enpat belas) hari sejak
t anggal put usan, Pengadil an Negeri wajib nenyanpai kan
salinan putusan tersebut kepada Kantor PVT untuk dicatat
dal am Daftar Umum PVT dan di ununkan dal am Berita Resm PVT.

(4) Kantor PVT wajib nenberitahukan pencatatan dan pengunuman

sebagai mana Lisensi Wjib yang dibatal kan dan Pengadil an
Negeri yang nenutuskan penbatal an selanbat-|anbatnya 14
(enpat belas) hari sejak Kantor PVT nenerima salinan putusan
Pengadi | an Negeri tersebut.



Pasal 52
(1) Lisensi Wajib berakhir karena :

a. sel esainya jangka waktu yang di t et apkan dal am
penberi annya;

b. di batal kan atau dalam hal penmegang Lisensi Wjib
menyer ahkan kenbali |isensi yang diperol ehnya kepada Kantor

PVT sebel um j angka waktu tersebut berakhir.

(2) Kantor PVT nencatat Lisensi Wajib yang tel ah berakhir jangka
wakt unya dalam buku Daftar Unum PVT, nengununkan dal am
Berita Resm PVt, dan nenberitahukannya secara tertulis
kepada penegang hak PVT serta Pengadilan Negeri yang
menut uskan penberi annya.

Pasal 53

*12305 Batal atau berakhirnya Lisensi Wjib sebagai mana
di maksud dal am Pasal 51 dan Pasal 52 berakibat pulihnya penmegang
hak PVT atas hak PVT yang ber sangkut an.

Pasal 54

(1) Lisensi Wajib dapat dialihkan kecuali jika dilakukan
ber samaan dengan pengal i han kegi atan atau bagi an kegi atan
usaha yang nmenggunakan hak PVT yang ber sangkutan atau karena
pewar i san.

(2) Lisensi Wajib vyang beralih tetap terikat oleh syarat
penberi annya dan di catat dal am Daftar Unum PVT.

Pasal 55

Ket entuan nengenai Lisensi Wajib diatur l[ebih |anjut dengan
Per aturan Peneri nt ah.

BAB VI
BERAKHI RNYA HAK PERLI NDUNGAN
VARI ETAS TANAMVAN
Bagi an Pertana

Unum
Pasal 56
Hak PVT berakhir karena :
a. ber akhi rnya jangka wakt u;
b. penbat al an;
C. pencabut an.

Bagi an Kedua
Ber akhi rnya Jangka Waktu Hak Perlindungan
Vari etas Tanaman



(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

Pasal 57

Hak PVT ber akhi r dengan berakhi rnya jangka waktu
perlindungan vari etas sebagai mana di naksud dal am Pasal 4.

Kant or PVT nencatat berakhirnya hak PVT dalam Daftar Unmum
PVT dan nengumunkannya dal am Berita Resm PVT

Bagi an Keti ga
Penbat al an Hak Perlindungan Varitas Tanaman

Pasal 58
Penbat al an hak PVT dil akukan ol eh Kantor PVT.

Hak PVT di bat al kan apabil a setel ah hak di beri kan ternyata :
a. syarat-syarat kebaruan dan/atau keuni kan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 2 ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak
*12306 di penuhi pada saat penberian hak PVT;

b. syar at - syar at keser aganan dan/ at au stabilitas
sebagai mana di maksud dal am Pasal 2 ayat (4) dan/atau ayat
(5) tidak di penuhi pada saat penberian hak PVT,

C. hak PVT tel ah di beri kan kepada pi hak yang tidak ber hak.

Hak PVT tidak dapat dibatal kan dengan al asan-al asan di | uar
al asan- al asan yang ditetapkan pada ayat (2).

Pasal 59
Dengan di bat al kannya hak PVT, nmaka senua aki bat hukum yang
berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak tanggal
di beri kannya hak PVT, kecuali apabila ditentukan |ain dalam
put usan Pengadil an Negeri .

Kant or PVT mencat at putusan penbatal an hak dal am Daftar Unmum
PVT dan nmengununkannya dal am Berita Resm PVT.

Bagi an Keenpat
Pencabut an Hak Perlindungan Varietas Tananan

Pasal 60
Pencabut an hak PVT dil akukan ol eh Kantor PVT.

Hak PVT di cabut berdasar kan al asan

a. penegang hak PVT tidak nenenuhi kewajiban nenbayar
bi aya tahunan dal am j angka waktu enam bul an;
b. syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah

berubah atau tidak sesuai |agi dengan ketentuan dal am Pasa
2;

C. penegang hak PVT tidak manmpu nenyedi akan dan nenyi apkan
contoh beni h varietas yang tel ah nendapat kan hak PVT;



d. penegang hak PVT tidak menyedi akan beni h varietas yang
t el ah nmendapat kan hak PVT; atau

e. penegang hak PVT nengaj ukan pernohonan pencabutan hak
PVT-nya, serta al asannya secara tertulis kepada Kantor PVT.

Pasal 61

(1) Dengan dicabutnya hak PVT, hak PVT berakhir terhitung sejak
t anggal pencabutan hak tersebut.

(2) Kantor PVT nencatat putusan pencabutan hak PVT dal am Daft ar
Urum PVT dan mengunmunkannya dal am Berita Resm PVT.

Pasal 62

Dal am hal hak PVT di cabut sebagai mnana di maksud dal am Pasal
60, apabila penmegang hak PVT telah nenberikan 1isensi rmaupun
Li sensi Wajib kepada pihak lain dan penegang |isensi tersebut
tel ah nmenbayar royalti secara sekaligus kepada penegang hak PVT,
*12307 penegang hak PVT ber kewaj i ban nengenbal i kan royal ti dengan
menper hi t ungkan sisa jangka waktu penggunaan |isensi naupun
Li sensi Waj i b.

BAB VI |
Bl AYA

Pasal 63

(1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, penegang hak PVT
waj i b nmenbayar bi aya tahunan.

(2) Untuk setiap pengajuan pernohonan hak PVT, perm ntaan
peneri ksaan, petikan Daftar Unum PVT, salinan dokumen PVT,
pencat at an pengal i han hak PVT, pencatatan surat perjanjian
lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya yang
di tentukan berdasarkan undang-undang ini wajib nenbayar
bi aya.

(3) Ketentuan nengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara
penbayaran bi aya sebagai nana di maksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VI I |
PENGELOLAAN PERLI NDUNGAN
VARI ETAS TANAVAN
Pasal 64
(1) Untuk pengel ol aan PVT di bentuk Kantor PVT.
(2) Pengel ol aan PVT sebagai mana di maksud pada ayat (1) dil akukan

dengan nenperhati kan kewenangan instansi |ain sesuai dengan
per at uran perundang-undangan yang ber| aku.



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Kantor PVT nenyel enggarakan adm nistrasi, dokunent asi ,
peneri ksaan, dan pel ayanan i nformasi PVT.

Pasal 65

Dal am nel aksanakan pengel ol aan PVt, Kantor PVT bertanggung
j awab kepada Menteri

Menteri nmenbentuk komisi, yang keanggotaannya terdiri dari
para profesional dan besifat tidak tetap, yang berfungsi
menberi kan pertinbangan tentang pengelolaan PVT sesuai
dengan kebut uhan dan per kenbangan PVT

BAB | X
HAK MENUNTUT
Pasal 66

Ji ka suatu hak PVT di beri kan kepada orang atau badan hukum
*12308 sel ain orang atau badan hukum yang seharusnya ber hak
atas hak PVT sebagai mana di maksud dal am Pasal 5, maka orang
atau badan hukum berhak tersebut dapat nenuntut ke
Pengadi | an Negeri .

Hak nenuntut sebagai mana di naksud pada ayat (1) berlaku
sej ak tanggal diberikan Sertifikat hak PVT

Sal i nan putusan atas bantuan sebagai mana di maksud pada ayat
(1) oleh Panitera Pengadilan Negeri segera disanpaikan
kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar
Urum PVT dan di ununkan dal am Berita Resm PVT.

Pasal 67

Penmegang hak PVT atau penegang |isensi atau penegang Lisensi
Waj i b berhak nenuntut ganti rugi nelalui Pengadil an Negeri
kepada si apapun yang dengan sengaj a dan tanpa hak nel akukan
per buat an sebagai mana di naksud dal am Pasal 6.

Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan
sebagai mana di maksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat
diterima terbukti varietas yang digunakan sanma dengan
vari etas yang tel ah di beri hak PVT.

Putusan Pengadilan Negeri tentang tuntutan sebagai nana
di maksud pada ayat (1) oleh Panitera Pengadil an Negeri yang
ber sangkut an segera disanpai kan kepada Kantor PVT untuk
selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan di ununkan
dal am Berita Resm PVT.

Pasal 68



(1) Untuk nencegah kerugian yang |ebih besar pada pihak yang
haknya dil anggar, maka Haki m dapat nenerintahkan pel anggar
hak PVT tersebut, selama nmasi h dal am peneri ksaan Pengadi | an
Negeri, untuk nenghentikan senentara kegiatan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 6 ayat (3).

(2) Haki m dapat nenerintahkan penyerahan hasil pel anggaran hak
PVT untuk dilaksanakan, apabila putusan Pengadilan sudah
menpunyai kekuatan hukum tetap dan setel ah orang atau badan
hukum yang dituntut, nenbayar ganti rugi kepada pemlik
barang yang beritikad baik.

Pasal 69

Hak untuk mengaj ukan tuntutan sebagai nana di aturdal am BAB
ini tidak mengurangi hak negara untuk nel akukan tuntutan pidana
t er hadap pel anggaran hak PVT.

BAB X
PENYI DI KAN

*12309 Pasal 70

(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik | ndonesia
pej abat pegawai negeri sipil tertentu di departenen yang
i ngkup tugas dan tanggung jawabnya neliputi penbi naan PVT,
dengan nenperhati kan peraturan perundang-undangan Yyang
berl aku dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagai mana di maksud dal am Undang-undang Nonor 8 Tahun 1981
t ent ang Hukum acara Pi dana untuk nel akukan penyi di kan ti ndak
pi dana di bi dang PVT.

(2) Penyidi k sebagai mana di maksud pada ayat (1) berwenang :

a. nmel akukan peneri ksaan atas kebenaran |aporan atau

ket erangan ber kenaan dengan ti ndak pidana di bi dang PVT;

b. nmel akukan peneri ksaan terhadap orang atau badan yang

di duga nel akukan tindak pidana di bidang PVT

C. menm nta ket erangan dan bahan bukti dari orang atau
badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PVT;

d. nmel akukan peneri ksaan atas penbukuan, pencatatan dan

dokurmen | ai n ber kenaan dengan tindak pidana di bidang PVT

e. nmel akukan peneri ksaan di tenpat tertentu yang diduga

t erdapat bahan bukti penbukaan, pencatatan dan dokunmen | ain
serta nel akukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang
dapat dijadi kan bukti dal am perkara tindak pidana di bidang
PVT,;

f. mem nta bantuan ahli dalam rangka pel aksanaan tugas
penyi di kan tindak pidana di bidang PVT.

(3) Penyidi k sebagai mana di maksud pada ayat (1) nenberitahukan
di mul ai nya penyidi kan dan nelaporkan hasil penyidi kannya
kepada Penuntut Unmum nelalui penyidik pejabat Kepolisian
Negara  Republik | ndonesia sesuai dengan  Pasal 107



Undang- undang Nonmor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pi dana.

BAB Xl
KETENTUAN Pl DANA

Pasal 71

Bar angsi apa dengan sengaja nelakukan salah satu kegiatan
sebagai mana di maksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan
penmegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling |am
tujuh tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua
mliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 72

Barangsi apa dengan sengaja tidak nenenuhi kewaj i ban
sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 23,
di pi dana dengan pidana penjara paling lama |im tahun dan denda
pal i ng banyak Rp.1.000.000. 000,00 (satu mliar rupiah).

*12310
Pasal 73

Bar angsi apa dengan sengaj a nel anggar ketentuan Pasal 10 ayat
(1) untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling
lama |ima tahun dan denda pal i ng banyak Rp. 1.000.000. 000, 00 (satu
m liar rupiah).

Pasal 74
Barangsi apa dengan sengaja tidak nenenuhi kewaj i ban
sebagai mana di maksud dal am Pasal 30 ayat (3), dipidana penjara
pal i ng | ama [ima t ahun dan denda pal i ng banyak

Rp. 1. 000. 000. 000, 00 (satu mliar rupiah).
Pasal 75

Ti ndak pidana sebagai nana di naksud dalam BAB ini adal ah
ti ndak pi dana kej ahat an.

BAB Xl |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
agar setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran Negara
Republ i k |1 ndonesi a.
D sahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desenber 2000
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
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l. UMUM

I ndonesi a nerupakan sal ah satu negara di dunia yang nmemliKi

sunberdaya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan
*12311 sebagai negara yang nem li ki "nmegabiodiversity".
Keanekar agaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha
Esa kepada bangsa | ndonesia, yang nerupakan sunmber plasma nutfah
dan dapat di manfaatkan untuk nerakit varietas unggul masa depan
yang sangat penting untuk nmendukung penbangunan ekonom sektor
pertani an pada khususnya dan penbangunan nasi onal pada unumya.

Dal am masa penbangunan nasional yang ditandai dengan
terjadi nya gl obalisasi di segal a bidang, batas-batas suatu negara
akan nenjadi kabur dan keterkaitan antara ekonom nasional dengan
per ekonom an internasional akan semekin erat. d obal i sasi
per ekonom an di satu pi hak akam nenbuka pel uang pasar produk dar
dal am negeri ke pasar internasional secara konpetitif, sebaliknya
j uga menbuka pel uang masuknya produk- produk gl obal ke dal am pasar
domesti k. Dinam ka perekonom an nasi onal dan perekonom an gl oba
harus selalu nenjadi pertinbangan penting. Situasi perkenbangan
per ekonom an gl obal akan segera neninbul kan danpak yang nyata
atas perekonom an nasional, termasuk sektor pertanian dalam
berbagai kegiatan, nulai dari kegiatan praproduksi, budidaya,
panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Selama ini dan
juga masa yang akan datang keberhasilan penbangunan pertanian
sangat ditentukan antara lain antara lain oleh keunggulan
vari etas tanaman yang di pakai, yang nmemliki potensi hasil panen
tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut.
Upaya peni ngkat an produktivitas sangat di pengar uhi ol eh
keber hasi | an dal am nenperbai ki potensi genetik varietas tanaman.
Kegi atan yang dapat nenghasilkan varietas tanaman yang |ebih
unggul perlu didorong nelalui penberian insentif bagi orang atau
badan usaha yang bergerak di bidang penuliaan tanaman yang
nmenghasi | kan vari etas baru sehi ngga manpu nenberi kan nil ai tanbah
| ebi h besar bagi pengguna.

Untuk rmenmenuhi berbagai keinginan di dalam negeri dan
anti si pasi perubahan |ingkungan strategis internasional, sektor



pertanian harus nmanpu neningkatkan daya saing produk yang
di hasi | kan. Peni ngkatan daya saing ini bukan hanya penting bag
konoditas berorientasi ekspor, tetapi juga bagi konoditas untuk
kebut uhan donesti k. Upaya peni ngkatan daya sai ng dapat dil akukan
antara lain dengan peningkatan produktivitas, mut u, dan
pengenbangan sistem agribisnis secara terpadu. Peni ngkat an
produktivitas dan nutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan
pengenbangan inovasi, terutanma dal am nenperbai ki potensi genetik
vari etas tanaman. O eh karena itu individu atau badan usaha yang
bergerak di bidang penuliaan tanaman harus diberi penghargaan
dal am nenghasi | kan vari etas tanaman yang baru, unit, seragam dan
stabil .

Sal ah satu penghargaan adal ah nmenberi kan perlindungan hukum
atas kekayaan intelektual dalam nenghasilkan varietas tananman,
termasuk dalam nmeni kmati nmanfaat ekonom dan hak-hak penulia
| ai nnya. Perlindungan semacam itu akan nendorong senmangat dan
kreativitas di bi dang pernuliaan tananman, sehi ngga dapat
di hasi | kan penenmuan ber bagai varietas unggul yang sangat
di perl ukan masyarakat. Perlindungan hukum harus pada hakekatnya
sekal i gus mer upakan pel aksanaan dari ber bagai kewaj i ban
i nt ernasi onal yang harus dil akukan ol eh I ndonesi a, khususnya yang
berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
*12312 Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on
Bi ol ogi cal D versity), Konvensi I nt er nasi onal t ent ang
Perlindungan Varietas Baru Tanaman (International Convention for
the Protection of New Varietas of Plants), dan world Trade
Organi zation/ Trade Related Aspects of Intellectual Property
rights yang antara |ain mewaji bkan kepada negara anggota seperti
I ndonesi a nenpunyai dan nel aksanakan perat uran perundang- undangan
di bi dang Hak atas Kekayaan |ntel ektual (HaKl)  termasuk
perlindungan vari etas tananman

Penberian perlindungan varietas tanaman juga nel aksanakan
untuk mendorong dan nenberi pel uang kepada dunia usaha
meni ngkat kan perannya dal am ber bagai aspek penbangunan pertani an.
Hal ini semakin penting nengingat perakitan varietas unggul di
I ndonesia saat ini masih |ebih banyak dilakukan oleh |enbaga
penelitian penerintah. Pada waktu yang akan datang di harapkan
duni a usaha dapat semaki n berperan sehingga | ebi h banyak varietas
tanaman yang |ebih unggul dan |ebih beragam dapat dihasil kan.
Nanmun, varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban unmm
kesusi | aan, norma-norma agama, kel estarian |ingkungan hidup, dan
kesehatan tidak akan nenperoleh perlindungan. Per | i ndungan
tersebut juga tidak di mmksudkan untuk nenutup pel uang bagi petani
kecil nmemanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri,
serta dengan tetap nelindungi varietas |okal bagi kepentingan
masyar akat | uas.

Sesuai dengan tujuan penbangunan nasional, perkenbangan
sistem agribisnis harus diarahkan wuntuk nenggal ang seluruh
potensi bangsa dal am nenmanfaat kan keanekaragaman hayati berupa
pl asma nutfah nel al ui perkenbangan il mu penget ahuan dan teknol ogi
untuk nenghasil kan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi
kesej ahteraan petani dan masyarakat |uas. Mengingat saat ini



bel um terdapat per at ur an per undang- undangan yang secar a
konprehensi f mengatur dan nenberi perlindngan pada usaha untuk
nmenghasi | kan dan nengenbangkan varietas baru, naka keberadaan
Undang- undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) nenj adi
sangat penting. Undang-undang ini diharapkan dapat nenberikan
| andasan hukum vyang kuat bagi upaya nendorong terciptanya
vari etas unggul baru dan pengenbangan industri penbeni han. Dal am
pel aksanaannya undang-undang i ni dil andasi dengan prinsip-prinsip
dasar yang nenpertenukan keseinbangan kepentingan unum dan
penmegang hak PVT

Jangkauan pengaturan dalam undang-undang i ni mel i puti
penberi an hak kepada penulia sehubungan dengan varietas tananan
yang di hasi | kan yang nenpunyai ciri baru, unit, stabil, seragam
dan diberi nama. Untuk nendapat kan hak PVT, penulian atau pihak
yang di kuasakan untuk itu harus nengajukan pernohonan hak PVT
dengan nenenuhi persyaratan yang ditetapkan dal am undang-undang
ini kepada kantor PVT. Hak PVT diberi kan kepada penpohon untuk
j angka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusi m atau 25
(dua puluh lim) tahun untuk tanaman tahunan setel ah diberikan
Sertifikat hak PVT. Untuk nendapatkan Sertifikat hak PVT,
per nohonan wajib didaftarkan, diperiksa, diunmunkan, dan dicatat
ol eh kantor PVT. Hak tersebut dapat dil aksanakan sendiri dan/atau
di al i hkan kepada pi hak [ain untuk memanfaatkan varietas tanaman
*12313 tersebut secara konersial nelalui perjanjian. Hak yang
di atur dal am undang-undang ini nencakup antara |ain nenproduksi
atau nmenperbanyak benih, nenyiapkan untuk tujuan propagasi,
menj ual atau nenperdagangkan, nengekspor dan menginpor. Kepada
penulia atau pi hak |ain yang nenperol eh hak PVT diwaji bkan untuk
nmel aksanakan di | ndonesi a.

Apabila hak PVT tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah
menur ut undang-undang ini, maka penmegang hak PVT dapat dituntut
untuk nenberi kan Lisensi Wajib kepada pihak lain yang nenenuhi
syarat nelalui Pengadilan Negeri. Hak PVT berakhir apabila tel ah
habi s jangka waktu berlakunya, dibatal kan, atau dicabut karena
syar at - syarat kebaruan dan keuni kan tidak di penuhi, atau penmegang
hak PVT nengaj ukan pernohonan pencabutan hak PVT-nya secara
tertulis. Pihak lain yang dirugi kan sehubungan dengan penberian
hak PVT dapat nenuntut penbatal an nel al ui Pengadi | an Negeri .

Undang-undang ini disusun atas dasar iman dan tagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran ilmah, nmanfaat, konpetitif,
keberl anjutan fungsi dan nmutu |ingkungan, serta kelestarian
budaya masyarakat. Hal-hal yang |ebih operasional dapat diatur
dal am peraturan pel aksanaan yang | ebi h nudah ditetapkan, diubah,
dan dicabut sesuai dengan perubahan ilnmu pengetahuan dan
t eknol ogi , kebijakan nasional serta kesepakatan gl obal |ainnya.

1. PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Angka 1 s.d. 17
Cukup j el as

Pasal 2



Ayat (1)

Pengertian varietas secara unmum pada dasarnya sanma
dengan pengertian varietas sebagaimana dijelaskan dalam
Undang- undang nonor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi daya
Tanaman, dengan ditanbahkan penjelasan tentang sifat
genoti pe atau konbinasi genotipe sebagai salah satu unsur
karakter dasar yang nenbedakan varietas tanaman yang satu
dengan varietas lainnya. Yang dinmaksud dengan genotipe
adal ah susunan gen yang nenghasilkan karakter tertentu.
Peni | ai an di |l akukan bai k terhadap salah satu atau beberapa
sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan. Yang di maksud
dengan varietas yang apabila diperbanyak tidak nengal am
perubahan adal ah varietas tersebut tetap stabil di dalam
proses perbanyakan benih atau propagasi dengan netode
tertentu, m salnya produksi benih hibrida, kultur jaringan,
dan stek. Sedangkan yang dinmaksud dengan verietas dar
spesi es tanaman yang dapat di beri hak PVT adal ah senua jenis
tanaman, baik yang berbiak secara generatif maupun secara
vegetatif, kecuali bakteri, bakteroid, mkoplasm, virus,
viroid dan bakteriof ag. Per banyakan generatif adal ah
per banyakan tanaman nel al ui perkawi nan sel-sel reproduksi
sedangkan perbanyakan vegetatif adal ah *12314 per banyakan
tanaman tidak nel al ui perkaw nan sel -sel reproduksi
Ayat (2)

Cukup j el as
Ayat (3)

Cukup jel as
Ayat (4)

Cukup jel as
Ayat (5)

Yang di maksud dengan siklus perbanyakan khusus dal am
ayat ini adalah siklus perbanyakan untuk varietas tanaman
hi brida atau pola pebanyakan nelalui kultur jaringan dan
stek dari daun/bat ang.

Ayat (6)

Pada prinsi pnya penberian nama varietas bertujuan untuk
menberi kan identitas dari karakteristik yang ada pada
varietas tersebut dan akan nel ekat selama varietas itu ada.

Pasal 3
Yang di maksud dengan varietas tanaman yang penggunaannya
bert ent angan dengan peraturan perundang-undangan, keterti ban
umum kesehat an, kesusilaan, dan |ingkungan hidup, m sal nya
tanaman penghasi |l an psi kotropi ka, sedangkan yang nel anggar
norma agama m sal nya vari etas yang nengandung gen dari hewan
yang bertentangan dengan nornma agama tertentu.

Pasal 4
Ayat (1)

Pengertian tanaman tahunan ditujukan untuk jenis
pohon- pohonan (tree) dan tanaman neranbat (vine) yang nasa
produksinya |ebih dari satu tahun, sedangkan yang | ainnya
di sebut tanaman senusi m



Ayat (2)

Cukup jel as
Ayat (3)

Yang di maksud dengan perlindungan senentara adal ah
perlindungan yang diberikan sejak diserahkannya pengajuan
per nbhonan secara |engkap sanpai diterbitkannya Sertifikat
PVT. Selama jangka waktu perlindungan senentara tersebut,
penohon nendapat kan perlindungan atas penggunaan vari et as.

Pasal 5
Ayat (1)

Pemul i a, dal am proses kegi atan penul i aan t anaman, dapat
bekerja sendiri, atau bersama-sama dengan orang lain, atau
bekerja dal am rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan
perorangan atau badan hukum Sebagai penbuat / per aki t
vari etas, maka penulia nmenpunyai hak yang nel ekat terhadap
hak PVT dari varietas yang bersangkutan, yang neliputi hak
pencant uman nama dan hak nenperol eh i nbal an.

Pengertian penerima | ebih |anjut hak PVT dari pemegang
*12315 hak PVT sebelumya, adalah perorangan atau badan
hukum vyang nenerima pengalihan dari penegang hak PVT
terdahul u. Penegang hak PVT tidak memliki hak yang nel ekat
pada pemulia, yaitu pencantuman nama dan hak nenperol eh
i mbal an.

Ayat (2)

Cukup jel as
Ayat (3)

Cukup jel as

Pasal 6
Ayat (1)

Seperti halnya bidang HaKl lainnya, hak atas PVT
nmer upakan hak yang bersifat khusus. Berdasarkan hak tersebut
penegang hak PVT dapat nenggunakan varietas yang nendapat
hak PVT atau nelarang orang |ain yang tanpa persetujuannya
menggunakan varietas tersebut untuk kepentingan yang
bersifat komersi al

Pada dasarnya segala keunggulan yang dimliki suatu
vari etas diwuijudkan nelalui bahan propagasi (perbanyakan)
berupa benih. Nanmun dengan teknik tertentu produk hasil
panen berupa bagi an-bagian vegetatif dapat pula digunakan
sebagai bahan propagasi. O eh karena itu, hak PVT perlu
di ber|l akukan bai k untuk penggunaan beni h maupun penggunaan
hasi | panen untuk bahan propagasi .

Ayat (2)

Hak PVT atas suatu varietas berlaku juga untuk
penggunaan sebagai varietas asal untuk penbuatan varietas
turunan esensial, varietas yang tidak dapat dibedakan,
maupun  penggunaan secara berulang dalam nenghasil kan
varietas | ain.

Ketentuan ini nmenjamn varietas yang nemliki PVT
menperol eh inbalan atas penggunaan varietas tersebut dalam
penbuat an varietas turunan esensial dengan teknik rekayasa



geneti ka.

Ketentuan ini untuk nelindungi penggunaan varietas yang
di I i ndungi dari penggunaan dengan nama lain, serta dar
penggunaan secara berul ang-ul ang dal am menproduksi vari etas
lain seperti penggunaan galur inbrida dalam penbuatan
hi bri da.
Ayat (3)

butir a

Per banyakan beni h adalah usaha produksi benih;

beni h dapat berwujud dal am berbagai bentuk, seperti biji,

bat ang, mata tenpel, batang bawah, dan bibit kultur
j ari ngan.
butir b

Penyi apan untuk tujuan propagasi |ebih ditekankan
pada usaha-usaha proses dan teknik dari propagasi, seperti
penyi apan mata tenpel, bibit kultur jaringan dan sebagai nya.

butir ¢ s.d. h

Cukup j el as
*12316 Ayat (4)
Perlindungan terhadap penggunaan hasil panen untuk

propagasi, perlu diberikan untuk nmencegah penggunaan bagi an
dari hasil panen yang di usahakan nenj adi beni h perbanyakan.
Sebagai contoh, bagian tanaman dari bunga potong yang
di perdagangkan, yang di kenbangkan jadi benih nelal ui kul tur
jaringan, tetap nendapat perlindungan PVT.
Ayat (5)
butir a
Per kembangan bi ot eknol ogi nodern seperti rekayasa
geneti ka akan manpu dilakukan kegiatan penuliaan untuk
merakit varietas baru dengan pem ndahan gen yang nemliki
ekspresi sifat spesifik dengan ketepatan yang tinggi.
Mel al ui rekayasa geneti ka dapat di perol eh varietas baru yang
mem | i ki sifat-sifat dasar yang masi h seperti varietas asal
kecuali satu atau dua sifat tertentu yang berbeda, unmumya
meni ngkat kan sifat keunggulan. Varietas baru ini dapat
menperol eh hak PVT, tetapi harus nendapatkan persetujuan
dari pemlik varietas asal yang di gunakan. Hal ini bertujuan
agar penegang hak PVT atau pem |ik nama varietas asal tetap
masi h perlu nmendapat perlindungan dan hak ekonom dar
penggunaan PVT dari varietas turunan esensial.
butir b
Vari etas tersebut adalah varietas yang diturunkan
dari varietas asal, atau varietas turunan |lain dari varietas
asal , yang nenpertahankan sebagian besar sifat-sifat
esensial dari varietas asal tetapi dapat dibedakan secara
jelas dari varietas asal untuk sifat-sifat yang tinbul dari
ti ndakan penurunan itu sendiri
butir c
Cukup j el as
Ayat (6)
Vari etas asal adalah varietas yang digunakan sebaga
bahan dasar untuk penbuatan varietas turunan esensial.
Varietas tersebut neliputi varietas yang nendapat PVT atau



ti dak nendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar
ol eh Penerintah.
Ayat (7)

Cukup j el as

Pasal 7
Ayat (1)

Yang di maksud dengan varietas |okal adalah varietas
yang telah ada dan dibudayakan secara turun tenurun oleh
petani, serta nenjadi mlik masyarakat.

Ayat (2)

Pengerti an pel aksanaan penguasaan varietas |okal oleh

Penerintah neliputi pengaturan hak inbalan dan penggunaan

vari etas tersebut dal am kaitan dengan PVT *12317 serta
usaha- usaha pel estari an plasm nutfah.
Ayat (3)

Dal am rangka penanmaan varietas |okal yang bersifat
spesifik | okasi, perlu diperhatikan ketentuan penanaman yang
terkait dengan deskripsi, asal-usul, dan | okasi.

Ayat (4)

Yang di maksud dengan penggunaan varietas | okal nmencakup
antara lain kepem |ikan dan pengaturan nmanfaat ekonom bagi
masyar akat pem lik varietas | okal.

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jel as
Ayat (2)

I mbal an, yang nerupakan hak pemulia sebagai penenu
varietas, diatur dan ditetapkan dalam suatu perjanjian
tertulis secara jelas.

Ayat (3)
Cukup jel as

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Beberapa varietas secara teknis maupun ekonom s pada
waktu tertentu nungki n nenghadapi kendal a untuk di kenbangkan
di 1 ndonesi a.
Ayat (3)
Cukup j el as

Pasal 10
Ayat (1)
butir a

Yang di maksud dengan tidak untuk tujuan konersial
adal ah kegi atan perorangan terutama para petani kecil untuk
keper | uan sendiri dan tidak t er masuk kegi at an
menyebar | uaskan untuk keperluan kel onmpoknya. Hal ini perlu
di t egaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang nmem li ki PVT
tadi tetap terjaga dan kepentingan penegang hak PVT tidak



di rugi kan.
butir b
Penmulia diberikan kebebasan untuk nenggunakan
varietas yang dilindungi untuk kegiatan penuliaan sebaga
i nduk  persilangan, sepanjang tidak digunakan sebagai
vari etas asal sebagai mana yang ditentukan dal am Pasal 6 ayat
(5).
butir c
Ketentuan ini di maksudkan untuk nengakonodasi
kemungki nan terjadi nya kerawanan pangan dan ancaman ter hadap
kesehat an. Penggunaan ol eh penerintah setidaknya mnerupakan
sal ah satu cara untuk nengatasi ancaman tadi. Nanun dem ki an
pel aksanaannya harus tetap nmenperhati kan *12318
kepentingan penulia atau penmegang hak PVT, karenanya
penet apan tersebut harus dituangkan dal am bentuk Keputusan

Presi den.
Ayat (2)

Yang akan di atur dal am Peraturan Penerintah di antaranya
menyangkut al asan dan tat acara pengusul an serta
penet apannya.

Pasal 11
Ayat (1)

Bagi penmobhon hak PVT dari luar wlayah Republik
I ndonesia baik wuntuk pertama kali ataupun dengan hak
prioritas, apabila ada beberapa bagian dari dokunen

per nohonan yang secara teknis sulit wuntuk diterjenahkan,
maka bagian ini tidak perlu diterjenmahkan.
Ayat (2)
butir a
Cukup j el as
butir b
Cukup jel as
butir c
Cukup jel as
butir d
Cukup j el as
butir e
Yang di maksud dengan ciri-ciri norfologi vyaitu
antara lain ciri-ciri tanaman yang tanpak jelas berupa
bent uk, ukuran, dan warna dari bagi an-bagi an tananan.

butir f

Cukup j el as
Ayat (3)

Cukup j el as
Ayat (4)

Yang di maksud dengan varietas transgenik adal ah
vari etas yang dihasilkan nelalui teknik rekayasa genetika.
Yang di maksud dengan aman di sini adal ah tidak nenbahayakan
bagi |ingkungan, termasuk sunberdaya hayati, dan bagi
kesehatan manusia. Mengingat varietas transgenik dalam
proses penbuatannya mungki n nmenggunakan bahan atau bagi an
dari organisne yang dalam bentuk asalnya nemliki resiko



ber bahaya bagi |ingkungan, termasuk suberdaya hayati, dan
kesehatan manusia nmaka varietas transgenik perlu dikaji
terlebih dahulu potensi bahayanya oleh instansi yang
berwenang sebelum di gunakan secara luas ol eh nasyarakat.

Hasi| peneriksaan tersebut perlu disertakan pada berkas
per nohonan hak PVT untuk suatu varietas transgeni k.
Ayat (5)

Ket entuan yang diatur lebih lanjut oleh Penerintah itu
mel i puti bent uk formulir per nohonan dan tatacara
pengi si annya, serta konponen dan besarnya biaya penrosesan
per nbhonan, contoh surat kuasa khusus, dan *12319 bent uk
surat pernyataan aman untuk varietas transgeniKk.

Pasal 12
Ayat (1)

Cukup jel as
Ayat (2)

Cukup j el as

butir d

Konsul tan ini adal ah perorangan atau | enbaga yang
secara khusus nenberikan jasa yang berkaitan dengan
pengaj uan pernohonan hak PVT. Tujuan pengaturan ini adal ah
untuk nmenberi kenudahan bagi penulia atau penohon hak PVT
yang tidak nmemaham segi-segi hukum at aupun segi-segi teknis
adm ni strasi nengenai PVT.

Ayat (3)

Untuk penmohon hak PVT dari luar wlayah Republik
I ndonesi a, pernohonan dil akukan nel al ui Konsultan PVT yang
ada di Indonesia. Ketentuan tersebut berlaku kalau penohon
hak PVT yang bersangkutan tidak nmemliki perwakilan yang
mer upakan badan hukum resm di | ndonesia. Sebab, yang ingin
di jangkau dari ketentuan ini adalah penanganan pengaj uan
per nohonan hak PVT dengan bai k sesuai dengan ketentuan yang
di atur dalam undang-undang ini. Selain nenberi kenmudahan
bagi perulia, ketentuan ini akan nenperlancar penanganannya
ol eh Kant or PVT.

Pasal 13
Ayat (1)
butir a
Pekerjaan konsultan PVT nenerlukan pengetahuan,
si kap dan ketranpil an yang khusus agar proses pernohonan hak
PVT dan | angkah-1angkah selanjutnya dapat dil aksanakan
dengan sebai k-bai knya, tidak nelanggar ketentuan peraturan
perundang- undangan yang terkait serta tidak nmerugikan
penohon hak PVT.
butir b
Kewaj i ban Konsul tan PVT untuk nenjaga kerahasi aan
tersebut berlaku pula terhadap pihak yang terkait yang
di pekerjakan ol eh konsultan tersebut seperti penterjenmah dan
| ai n-1ai nnya. Kewaj i ban  tersebut ber akhi r pada  saat
per nohonan bak PVT mul ai di ununkan ol eh Kant or PVT
Ayat (2)



Syarat-syarat yang diatur oleh Penerintah itu neliputi
syar at - syar at kel engkapan admnistratif, kel engkapan
fasilitas perkantoran, kriteria pengetahuan dan keteranpil an
teknis staf yang nenadai, serta dedi kasi dan kemanpuan tugas
dan fungsi konsul tan PVT yang dinilai secara periodiKk.

Pasal 14
*12320 Ayat (1)
butir a
Cukup j el as
butir b

Pi hak yang berwenang nengesahkan salinan surat
per nohonan hak PVT yang pertama kali adal ah pejabat Kantor
PVT suatu Negara di mana pernohonan hak PVT untuk pertanma
kal i diaj ukan

butir c
Cukup j el as
butir d

Cukup j el as
Ayat (2)

Ket ent uan-ketentuan yang diatur lebih Jlanjut oleh
Penerintah itu neliputi persyaratan teknis, finansial dan
adm ni stratif yang harus di penuhi.

Pasal 15
Ayat (1)

Cukup jel as
Ayat (2)

Cukup jel as
Ayat (3)

Yang dicatat dalam Daftar Umum PVT nencakup
per nbhonan, peneri ksaan, penberian hak, penolakan hak
pengal i han hak, peralihan hak, |Iisensi, Lisensi Wjib,
ber akhi rnya jangka waktu, penbatal an, dan pencabutan dengan
mencant unkan saat atau waktu penerinman surat pernintaan
tersebut.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jel as
Ayat (2)

Al asan yang dapat dipertinbangkan tersebut hanya
di batasi untuk hal-hal yang bersifat teknis saja, msalnya
karena belum tersel esai kannya penbuatan uraian atau
deskri psi varietas tanaman dan ganbar yang nmendukungnya.

Pasal 17
Cukup jel as

Pasal 18
Cukup j el as

Pasal 19



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat (1)

Cukup jel as
Ayat (2)

Yang di maksud dengan saat peneriman yang sanma adal ah
tanggal, bulan, dan tahun yang sama pada jam kerja resm
Kant or PVT.

Dengan ketentuan ini pernohonan PVT yang diterina pada
*12321 jam yang berbeda, tetapi nmasih dalam jam resm pada
hari yang sama dianggap nenpunyai waktu penerinman yang
sama. Dalam hal nmel aksanakan perundi ngan, Kantor PVT
menf asi | i tasi perundi ngan.

Ayat (3)

Per undi ngan ant ar a pi hak- pi hak yang nmengaj ukan
per nohonan hak PVT harus diberitahukan secara tertulis ke
Kantor PVT dalam jangka waktu yang ditetapkan. Apabila
penberitahuan tertulis itu tidak diterina Kantor PVT sanpai
batas waktu vyang telah ditetapkan, maka Kantor PVT
menber i t ahukan secara tertulis penol akan per nohonan
tersebut.

Ayat (4)

Hal ini sesuai dengan Konvensi Internasional tentang
Perlindungan Varietas Tanaman, di mana yang di anggap sebagai
t anggal penerimaan untuk varietas yang diaj ukan dengan hak
prioritas adal ah tanggal penerimaan per nohonan hak PVT yang
pertama kali di luar negeri. Untuk penohon hak PVT dari
I ndonesi a yang nengaj ukan pernohonan hak PVT di negara |ain
juga akan di beri perlakukan prioritas yang sana.

20

Ayat (1
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Ayat (2
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Ayat (1)
Cukup jel as
Ayat (2)
Ket ent uan- ket ent uan nmengenai penari kan kenbal i
per nohonan hak PVT yang diatur oleh Penerintah neliputi
ket ent uan- ketentuan teknis, finansial, dan adm nistratif.

22

Yang di maksud dengan orang yang karena penugasannya bekerja
untuk dan atas nama Kantor PVT adal ah orangyang bekerja pada
instansi di luar Kantor PVT yang ditugasi secara tetap
sebagai peneri ksa substansif pada Kantor PVT sehingga orang
yang ditugasi secara tidak tetap masih dapat nengaj ukan
per nohonan hak PVT.

23



Kewaj i ban tersebut bersifat nmutlak dan di maksudkan terutanma
untuk nenjam n kepentingan penulia atau yang berhak atas
varietas terhadap segala bentuk pelanggaran haknya.
Kewaj i ban ini berlangsung sejak tanggal penerinman surat
per mohonan hak PVT sanpai dengan tanggal di mul ai nya
pengunuman.

*12322 Pasal 24

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat (1)

Pengunmuman suatu pernohonan hak PVT di maksudkan agar
masyar akat | uas nengetahui adanya pernohonan hak PVT atas
suatu vari et as. Dengan pengunmuman tersebut nasyar akat
khususnya pi hak yang ber kepenti ngan dengan adanya pernohonan
hak PVT tersebut dapat nenperol eh kesenpatan untuk neneri ksa
ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak yang mungkin
dimlikinya atau dimliki orang |ain kalau hak PVT diberikan
kepada penohon. Pengumnmuman di | akukan dengan cara
nmenenpat kannya dal am papan pengununman yang khusus di sedi akan
di Kantor PVT dan dapat dilihat dengan nmudah ol eh nasyar akat
| uas. Selain itu, pengunmuman juga dil akukan dengan
menenpat kannya dalam Berita Resm PVT yang diterbitkan
secara berkal a ol eh Kantor PVT berpendapat bahwa ber dasarkan
peneri ksaan, segala persyaratan yang ditetapkan dal am Pasa
11 dan Pasal 14 terpenuhi dan pernohonan tersebut tidak
ditarik kenbali.

Ayat (2)

Tenggang waktu untuk pernmohonan hak PVT dengan hak
prioritas diberikan |ebih | ama nengi ngat proses peneriksaan
per syar at an per nohonan dengan hak prioritas ol eh Kantor PVT
mener | ukan waktu yang | ebi h | ana.

25
Ayat (1)

Jangka waktu enam bulan tersebut untuk nenberi
kesenpatan kepada nmasyarakat, terutanma bagi nereka yang
ber kepent i ngan, untuk nenget ahui adanya varietas yang
di nohonkan hak PVT. Pengunuman tersebut selain ditenpatkan
pada papan pengununman Kantor PVT, dinuat dalam Berita Resm
PVT.

butir a
Cukup jel as
butir b
Berita Resm PVT neliputi pengunuman pernohonan
PVT, penberian, penol akan, penbatal an, dan pencabutan serta
i nformasi penting | ai nnya nengenai PVT kepada masyar akat .
Ayat (2)

Cukup jel as
26
Cukup j el as
27

Cukup jel as



Pasal 28
Ayat (1)

Pandangan at au keberatan terhadap pernohonan yang tel ah
di ununkan, diaj ukan sel anbat -1 anbat nya dal am j angka
*12323 waktu enam bulan. Apabila |ewat dari jangka waktu
tersebut, pandangan atau keberatan tidak dapat diterina.
Dalam hal ini Kantor PVT nenberitahukan secara tertulis
kepada orang yang nengajukan pandangan atau Kkeberatan
nmengenai keterl anbatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup j el as
Ayat (3)

Penyanpai an sanggahan atau keberatan ol eh penulia atau
yang mengaj ukan hak PVT tidak terikat pada jangka waktu
tersebut. Segal a sanggahan dan penjel asan tersebut dijadi kan
t anmbahan pertinbangan oleh peneriksa dalam peneriksaan
per nohonan hak PVT yang ber sangkut an.

Ayat (4)
Cukup j el as

Pasal 29
Ayat (1)

Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah
ber akhi rnya pengunmuman, KAntor PVT bel um neneri nma per nohonan
peneri ksaan tersebut, maka pernmohonan PVT dianggap ditarik
kenbal i .

Ayat (2)
Cukup jel as

Pasal 30
Ayat (1)

Cukup j el as
Ayat (2)

Ada kenungki nan bahwa bi dang keahlian yang di perl ukan
untuk peneriksaan varietas yang dinmhonkan hak PVT tidak
atau kurang di kuasai oleh Peneriksa. Begitu pula fasilitas
yang di perlukan wuntuk nelakukan peneriksaan secara baik,
dimliki oleh institusi lain. Dalam hal dem kian, Kantor PVT
dapat mnta bantuan ahli dan/atau nenggunakan fasilitas dari
institusi lain. Hal ini tidak berarti bahwa peneriksaan
tersebut dil akukan oleh fihak lain dan bukan ol eh Kantor
PVT. Peneri ksaan tetap dil akukan ol eh Kantor PVT, institusi
yang nmemliki tenaga ahli atau fasilitas yang diperlukan
hanyal ah sekedar nenbantu. Tanggung jawab dan kewenangan
serta keputusan akhir tentang dapat diberi atau ditol aknya
per nohonan hak PVT tetap ada pada Kantor PVT.

Ayat (3)

Dal am hal Kantor PVT nenggunakan bantuan ahli dan/atau
fasilitas yang ada pada institusi lain, maka nereka yang
terlibat secara keseluruhan terikat dengan kewajiban untuk
nmenj aga kerahasi aan varietas dan segala dokunen pernohonan
hak PVT, termasuk penjelasan atau informasi yang diberikan
unt uk nel engkapi nya.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat (4)

Ketentuan yang diatur oleh Penerintah nengenai tata
cara peneri ksaan neliputi substansi, netodologi dan jangka
wakt u peneri ksaan. Sedangkan ket entuan nengenai *12324
kual i fi kasi peneri ksaan dan pejabat, neliputi jenjang dan
bi dang keahl i an.

31
Ayat (1)

Peneri ksaan substantif atas pernmohonan PVT hanya
di | akukan ol eh Peneri ksa PVT. Yang di naksud dengan Peneri ksa
PVT adalah tenaga ahli yang secara khusus dididik dan
di angkat untuk tugas tersebut. Pemeriksa PVT adal ah pej abat
di |ingkungan Kantor PVT, tetapi dapat juga berasal dari
instansi Penerintah lainnya, vyang dididik secara khusus
sehingga nmemliki kualifikasi pemeriksa PVT dan diangka
sebagai Penmeriksa PVt. Karena sifat keahlian dan I|ingkup
pekerjaan yang bersifat khusus, jabatan Peneriksa PVT di ber
st at us sebagai jabatan fungsional.

Ayat (2)
Cukup jel as
32

Ayat (1)

Yang di maksud dengan ketidakjelasan atau kekurangan
kel engkapan yang dinilai penting msalnya asal-usul atau
silsilah yang kurang jelas, diskripsi yang kurang sesuai
atau kurang jelas, serta ganbar yang kurang nmendukung. Bila
hal - hal tersebut dipandang perlu untuk diketahui |ebih
| anj ut, maka masal ahnya di beritahukan secara tertulis ol eh
Kant or PVT kepada penohon hak PVT.

Ayat (2)

Cukup jel as
Ayat (3)

Cukup jel as

33
Ayat (1)

Cukup jel as
Ayat (2)

Dal am kasus tertentu dan untuk sebagi an besar tanaman
t ahunan, peneri ksaan substantif persyaratan baru, unik,
seragam dan stabil perlu diselesaikan dalam waktu yang
lebih lama dari 24 (dua puluh enpat) bulan. Dalam hal
t er sebut kant or PVT perlu menberi t ahukan keper | uan
per panj angan waktu peneriksa tersebut kepada penohon.
Penberitahuan ini dapat diberikan ketika neneri ma pernohonan
peneri ksaan substantif atau setelah itu, tergantung kapan
di ket ahui nya keperl uan perpanj angan waktu tersebut.

34
Ayat (1)

Cukup jel as



Ayat (2
up jelas
Ayat

)
k
) .
2325 Cukup jel as
Ayat )
Kk

up j el as

Pasal 35
Ayat (1

Ayat

Ayat

Cukup jel as
Ayat (4)

Ket entuan yang diatur lebih lanjut oleh Penerintah itu
meliputi bentuk dan isi sertifikat hak PVT, fornulir
per nbhonan salinan atau kutipan dokunen PVT serta tatacara
pencat at annya.

Pasal 36
Ayat (1)

Bandi ng ti dak dapat di nohonkan dal am hal penol akan yang
di sebabkan karena tidak dilakukannya perbaikan atau
penyenpurnaan klaim yang disarankan selama peneriksaan
substantif. Banding juga tidak dapat dinohonkan Kkarena
di anggap ditariknya kenbali pernohonan hak PVT sebagai hasil
peneri ksaan awal sebel um per nohonan hak PVT di ununkan.

Ayat (2)

Yang di maksudkan sel anbat-|anbatnya tiga bulan sejak
t anggal penol akan pernohonan hak PVT adal ah terhitung sejak
tanggal yang tertera pada stenpel pos surat penol akan
per nohonan hak PVT.

Ayat (3)

Al asan, penjelasan atau bukti yang disertakan dalam
per nbhonan banding harus bersifat pendalaman atas al asan
atau bukti yang telah atau seharusnya disanpai kan sewaktu
peneri ksaan substantif berlangsung. Hal ini untuk nencegah
ti mbul nya kerungki nan bahwa banding sekedar digunakan
sebagai alat untuk nel engkapi kekurangan dal am pernohonan
hak PVT.

Ayat (4)

Kom si Banding PVT adalah badan yang secara khusus
di bentuk untuk neneriksa pernohonan banding atas penol akan
per nohonan hak PVT dan nenberikan hasilnya kepada Kantor
PVT. Dal am nel aksanakan tugasnya, Kom si Bandi ng PVT bekerja
ber dasar kan keahl i an dan bersifat independen.

Ayat (5)

Kom si Bandi ng PVT beranggot akan beberapa orang ahli di
bi dang yang diperlukan dan Peneriksa PVT Senior. Kecuali
ketua yang nerangkap anggota, para anggota Kom si Bandi ng
PVT di angkat setiap kali ada pernohonan banding dan hanya
unt uk neneri ksa pernohonan bandi ng yang ber sangkut an.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat (6)
*12326 Cukup j el as

37
Cukup j el as

38
Ayat (1)

Cukup jel as
Ayat (2)

Keputusan Kom si Banding PVT bersifat final, artinya
tidak dapat di nohonkan peninjauan |ebih lanjut kepada
| enbaga atau pej abat | ai nnya, karena penil aian atas varietas
menyangkut pertinbangan yang sangat bersifat teknis.

Ayat (3)

Yang di naksud dengan neneri ma pernohonan bandi ng adal ah
nmengabul kan pernohonan bandi ng tersebut dan dengan Kantor
PVT waji b nmenberi kan sertifikat PVT.

Ayat (4)

Penberi t ahuan penol akan at as per nrohonan bandi ng
di sanpai kan kepada yang nengaj ukan pernnohonan bandi ng. Dal am
hal per nohonan banding diajukan oleh kuasanya, maka
penberitahuan tersebut di sanpai kan kepada kuasa yang
bersangkutan dan salinannya diberikan kepada pihak yang
menberi kuasa.

39
Ketentuan | ebih lanjut yang diatur ol eh Penerintah neliputi
penet apan organi sasi, tata kerja, per nohonan, dan
peneri ksaan bandi ng.
40
Ayat (1)

Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau
di al i hkan ol eh penegang hak PVT kepada perorangan atau badan
hukum | ai n.

Yang di maksud dengan sebab lain yang di benarkan ol eh
undang- undang m sal nya pengali han hak PVT nelalui putusan
pengadi | an.

Ayat (2)
Cukup jel as
Ayat (3)
Cukup j el as
Ayat (4)
Ketentuan yang diatur |ebih lanjut oleh Penerintah
mel i puti per syar at an pengal i han, formulir per nrohonan

pengal i han dan dokunen kel engkapannya, serta komponen dan
besarnya bi aya pencatatan pengal i han hak PVT

41
Cukup j el as

42



Ayat (1)

*12327 Berbeda dengan pengalihan hak PVT dimana
pem |ikan hak juga beralih, penberian lisensi nelalui
perj anji an pada dasarnya hanya penberi an hak untuk neni kmat i
manf aat ekonom dari hak PVT dal am jangka waktu tertentu dan
syarat tertentu pula. Kepemlikan hak PVT tetap berada pada
penegangnya tidak dialihkan kepada penegang |isensi. Dengan
dem ki an penegang |isensi tidak boleh nenberikan |Iisensi
kepada pi hak yang lain. O eh karena penegang hak PVT ber hak
menberi |isensi kepada pihak ketiga, maka apabila terjadi
perjanjian lisensi, harus dinyatakan secara tegas dalam
perj anjian, apa saja hak yang berpi ndah kepada pi hak keti ga,
sel ama j angka waktu sesuai dal am perjanjian |isensi. Apabila

penegang hak PVT akan nenbuat perjanjian |isensi kepada
pi hak ketiga |ainnya hanya terbatas kepada hak yang bel um
di berikan lisensi. Penmegang hak PVT wajib nenberitahukan
kepada para penegang |isensi atas penberian |isensi baru.
Ayat (2)

Cukup j el as
Ayat (3)

Cukup jel as

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup j el as
Ayat (2)

Cukup jel as
Ayat (3)

Hal - hal yang di atur dal am Peraturan Penerintah nengena
perjanjian lisensi neliputi hak dan kewajiban penberi dan
penerima |isensi termasuk bagi an-bagi an dari pel aksanaan hak
PVT yang dilisensi kan, jangka waktu serta bentuk perjanjian
i sensi tersebut.

Pasal 44
Ayat (1)

Ketentuan ini di mksudkan untuk nendorong kenmungki nan
pemakai an hak PVT yang |uas dan bermanfaat bagi nasyarakat
dan sekaligus nenutup kenungki nan di manfaatkannya hak PVT
untuk tujuan yang bertentangan dengan nmaksud undang-undang
i ni. Pernphonan |isensi dal amrangka Lisensi Wajib ini hanya
di aj ukan kepada Pengadil an Negeri, bukan kepada Kantor PVT.
Ayat (2)

Yang di maksud dengan "tidak digunakan" adal ah bahwa
dal am kurun waktu 36 (tiga puluh enam bulan sejak hak PVT
di beri kan tanpa al asan yang didasarkan pada faktor teknis
dan/ atau force majeur (bencana alam kebakaran, |edakan hama
penyakit yang tidak dapat dikendalikan dan kebijaksanaan
peneri nt ah). Aki bat hak PVT yang bersangkutan tidak
di gunakan, nmasyar akat kehil angan kesenpatan untuk nenperol eh
manf aat dari varietas yang bersangkut an.

*12328 Pasal 45



Pengadi | an Negeri nenutuskan untuk nenberi kan atau nenol ak
per nohonan Lisensi Wajib setelah nendengar penjelasan dari
penegang hak PVT di depan sidang, nengenai hal-hal yang
ber kai t an dengan al asan tidak di gunakannya hak PVT dan/atau
benar tidaknya al asan-al asan penberian Lisensi Wjib.

Yang di maksud dengan Lisensi Wajib bersifat terbuka
(noneksklusif) yaitu hak PVT tersebut dapat dilisensikan
kepada | ebih dari satu pihak bai k berdasarkan jangka waktu,
jenis kegiatan, atau | okasi.

Pasal 46
Ayat (1)

Ketentuan ini di mksudkan untuk nmenjamin  bahwa
penberian Lisensi Wajib tidak digunakan untuk tujuan
per sai ngan yang tidak sehat, nel ai nkan benar-benar ditujukan
unt uk kepentingan nasyar akat.

Ayat (2)

Pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT dan pendapat
penmegang hak PVT tersebut diperlukan agar Pengadil an Negeri
dapat nenperti nbangkan dan menmutuskan secara objektif dan
benar. Tenaga ahli tersebut dapat berasal dari Kantor PVT
atau dari Instansi Pemerintah atau pihak lain yang terkait,
at as pernohonan Kantor PVT.

Ayat (3)
Cukup j el as

Pasal 47

Penundaan tersebut dapat berlangsung selam waktu yang
dinilai wajar untuk nelihat dan nenberi kesenpatan kepada
Penmegang hak PVT bahwa ia benar-benar berusaha dan dapat
menunj ukkan  bukti nyata nengenai kegiatan dan hasi

pel aksanaan hak PVT-nya. Apabila penegang hak PVT dapat
menbukt i kan kegi atan dan hasil pel aksanaan, naka Pengadi |l an
Negeri sel anjutnya dapat nenol ak pernohonan Lisensi Wjib.
Tetapi kal au sanpai akhir penundaan tersebut nmemang terbukti
| ain, atau sel ama waktu penundaan tidak ada tanda-tanda atau

bukt i akan dil aksanakannya hak PVT tersebut secara
koner si al , Pengadi | an nenbuka kenbali persi dangan dan
nmel anj ut kan peneri ksaan terhadap pernohonan Lisensi Wajib.
Pasal 48

Ayat (1)

Cukup j el as
Ayat (2)

Cukup j el as
Ayat (3)

Perjanjian lain yang sejenis adalah perjanjian yang
lazim di buat dalam perjanjian |isensi Hak Kekayaan

I nt el ektual | ainnya.

Pasal 49
Yang di maksud dengan | ain-lain yang diperlukan diantaranya
fakt a-fakta yang terungkap di dal am proses peradil an.



*12329 Pasal 50

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat (1)
Cukup jel as

Ayat (2)
kup jel as

Ayat )
kup j el as

Ay at )
kup j el as

51
Ayat (1
Cukup jel as
Ayat (2
Cukup jel as

up j el as

)
k
)
k
Ayat (3)
Kk
Ayat (4)

kup jel as

52
Ayat

—~
=Y

up j el as

o
xv xv

Ayat

2%

up j el as

53
Cukup jel as

54
Ayat (1)

Pada prinsipnya Lisensi Wajib tidak dapat dialihkan,
sebab |isensi seperti ini hanya diberikan dalam keadaan
khusus, dan terikat pada syarat-syarat yang khusus dalam
pel aksanaannya. Adapun yang dimaksud dengan pengecualian
karena pewarisan adalah apabila orang yang nenperoleh
Li sensi Wajib tersebut neninggal dunia. Sedangkan bagi badan
hukum tidak berl aku ket entuan tentang pewari san.

Ayat (2)
Cukup jel as

55

Pokok- pokok yang diatur dalam Peraturan Penerintah neliputi
ket ent uan pel aksanaan, kriteria kemanpuan menggunakan
sendiri hak PVT secara penuh, penyediaan kel engkapan
fasilitas, dan kemanpuan teknis dan finansial penohon untuk
nmenggunakan hak PVT yang berasal dari Lisensi Wjib.

56
Cukup j el as

57
Ayat (1)



*12330 Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup jel as

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)

—~

Cukup jel as
Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk nencegah terjadinya
penbat al an hak PVT secara sewenang-wenang ol eh Kantor PVT

Pasal 59
Ayat (1)

Pi hak ketiga yang nerasa dirugi kan sebagai aki bat dari
putusan penbatalan hak PVT dapat nengaj ukan gugatan
keberatan atas di hapuskannya akibat hukum yang berkaitan
dengan hak PVT ke Pengadil an Negeri .

Ayat (2)
Cukup jel as
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup jel as
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup jel as
Pasal 62
Cukup j el as
Pasal 63
Ayat (1)

Yang di maksud dengan penegang |isensi adal ah ternmasuk
penegang Lisensi Wajib.
Ayat (2)

Cukup j el as
Ayat (3)

Cukup j el as

Pasal 64
Ayat (1)
Kantor PVT ditangani oleh tenaga profesional, serta
dapat bekerjasama dengan tenaga ahli dan/atau institusi baik
di dal am maupun di |uar negeri.
Ayat (2)
Cukup jel as



*12331 Ayat (3)

Penyel enggar aan adm ni strasi, dokunentasi, peneriksaan,
dan pelayanan informasi PVT dilaksanakan dengan nenbent uk
suat u si stem dokunentasi dan jaringan informasi PVT.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jel as
Ayat (2)
Pengel ol aan PVT senanti asa nengi kuti perkenbangan il nu
penget ahuan dan teknol ogi serta sosial ekonom masyarakat.

Pasal 66

Ayat (1
up jelas
Ayat (2

)

k

)

kup j el as
Ayat (3)
Kk

CwonEx

up j el as

Pasal 67

Ayat
up j el as
Ayat

1)

ku

2)

kup j el as
Ayat (3)
k

QAQAQA

up jelas

Pasal 68
Ayat (1)

Cukup j el as
Ayat (2)

Yang di maksud dengan pem | ik barang yang beritikad baik
adal ah pem |i k barang yang barangnya berasal dari transaksi
dengan penegang hak PVT yang hak PVT-nya kenudi an terbukti
di perol eh dari pel anggar an.

Pasal 69
Hal tersebut ditentukan nengingat hak PVT nemliki danpak
yang sangat |uas terhadap tatanan kehidupan sosial ekonon

dan politik.
Pasal 70
Ayat (1)
Penberi an wewenang kepada pej abat pegawai negeri sipi
dalam ayat ini, sam sekali tidak nengurangi wewenang

penyi di k pej abat Kepolisian Negara Republik I ndonesia untuk
nmenyi di k tindak pidana di bi dang PVT.
Dal am pel aksanaan tugas dan wewenangnya pej abat pegawai

negeri sipil tersebut Dberada di bawah koordinasi dan
pengawasan penyidik pejabat Kepolisisn Negara Republik
I ndonesi a.

*12332 Ayat (2)



Cukup jel as
Ayat (3)

Unt uk kepenti ngan penyi di kan, penyi di k pej abat
Kepol i sian Negara Republik Indonesia, dimnta atau tidak
dimnta nenberi petunjuk dan bantuan penyidi kan kepada
pej abat Penyidi k Pegawai Negeri Sipil tersebut pada ayat

(1).

Yang dimaksud dengan petunjuk nmeliputi teknik dan
takti k penyidi kan, sedangkan yang di naksud dengan bantuan
penyi di kan neli puti penangkapan, penahanan, dan peneriksaan
| aboratorium O eh karena itu, pejabat penyidik pegawai

negeri si pi l sejak awal wajib nenberitahukan tentang
penyi di kan tersebut kepada penyidik pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Selanjutnya hasil penyidikan

berupa berkas perkara tersangka dan barang bukti, diserahkan
kepada Penuntut Unmum nelalui penyidik pejabat Kepolisian
Negara Republi k | ndonesi a.

71
Cukup jel as

72
Cukup j el as

73
Cukup jel as

74
Cukup jel as

75
Cukup j el as

76
Cukup jel as
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